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Pengantar

ting bahwa pandangan-pandangan mereka tercerminkan dalam ke-

bijakan keamanan bangsa. Kebijakan itu harus mencakup nilai-nilai dan
asas-asas yang melandasinya, yang berkaitan dengan keamanan yang hendak
dibina dan dilindungi oleh Negara.

O leh karena keamanan mutlak bagi kesejahteraan rakyat, sangat pen-

Maka jelas terdapat kebutuhan para wakil rakyat di parlemen untuk bekerjasama
erat dengan pemerintah dan sektor keamanan. Tetapi meskipun mereka bekerja
ke arah tujuan yang sama, peranan mereka tidak sama dan seharusnya memang
secara fundamental berbeda. Parlemen bertanggung jawab untuk menetapkan
parameter hukum, menetapkan anggaran dan mengawasi kegiatan-kegiatan ke-
amanan. Dia hanya dapat melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab itu
sepenuhnya jika dia memiliki akses yang luas akan informasi, keahlian teknis
yang diperlukan, dan kekuasaan serta kehendak untuk menuntut pertanggung-
jawaban pemerintah. Pada gilirannya, ini memerlukan suatu struktur sosial yang
dilandasi kepercayaan dan dialog.

Di Chile, hubungan antara masyarakat dan angkatan bersenjata telah semakin
baik selama bertahun-tahun. Masyarakat internasional masa kini akan mendapati
di Chile suatu iklim saling hormat dan kerjasama, yang kami harap akan se-
makin terkonsolidasikan di masa mendatang. Kami percaya bahwa buku ini
akan membantu semua pelaksana kunci dalam bidang keamanan yang
akan mengarahkan usaha-usaha kerjasama mereka untuk kepentingan setiap
warga negara.

oA
e

Senator Sergio Paez Verdugo

Ketua Dewan IPU
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Pendahuluan

langsungan hidup negara. Sekarang, peranan yang dilakukan oleh mereka

yang bertugas menjaga keamanan tengah mengalami perubahan besar.
Jenis-jenis konflik baru dan hubungan yang berkembang antar negara telah men-
dorong reaksi-reaksi yang inovatif dan pemikiran baru tentang konsep keamanan
itu sendiri. Serangan 11 September 2001 dan perkembangannya kemudian
menggarisbawahi kebutuhan ini.

S ejak dulu kedaulatan dan keamanan nasional dianggap vital bagi ke-

Pengawasan yang efektif oleh parlemen dengan demikian telah menjadi lebih
penting lagi untuk menjamin bahwa reaksi-reaksi baru itu direncanakan dan di-
laksanakan dengan penuh transparansi dan pertanggungjawaban. Tanpa itu,
ada bahaya bahwa dinas-dinas keamanan salah mengerti misi mereka dan ber-
tindak seperti negara dalam negara, dengan membebani sumber-sumber sudah
langka, atau menggunakan pengaruh politik dan ekonomi yang berlebihan. Me-
reka bisa menghambat demokratisasi dan bahkan memperbesar kemungkinan
konflik. Meskipun sifatnya transisi, masyarakat-masyarakat yang dilanda pepe-
rangan atau krisis mengalami risiko khusus, negara-negara demokrasi juga ha-
rus menangani hubungan sipil-militer, mentransformasi dan mengatur hubungan
itu untuk mengikuti derap lingkungan keamanan yang berubah.

Hakikat sifat dan dinamika sektor keamanan merupakan tantangan nyata ter-
hadap pengawasan parlemen yang efektif. Keragaman isu-isu yang sering sangat
teknis, besar dan kompleksnya organisasi personalia keamanan, dan seringkali
hukum-hukum, aturan-aturan dan praktek-praktek kerahasiaan, sangat mem-
persulit efektifitas kerja para anggota parlemen, kalau mereka tidak dapat meng-
gunakan penelitian dan keahlian yang independen.

Dengan latar-belakang itu, the Inter-Parliamentary Union (IPU) dan the Geneva
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) menyepakati ada-
nya keperluan praktis akan suatu petunjuk yang singkat dan mudah didapat
yang akan menyediakan seperangkat yang luas tentang praktek-praktek dan me-
kanisme yang mungkin merupakan sumbangan parlemen pada pengawasan ke-
amanan. Buku panduan ini merupakan puncak gagasan itu. Selama proses per-
siapan, naskah telah diteliti dan dipertajam oleh suatu dewan redaksi anggota
parlemen, dan diperiksa oleh berbagai ahli.
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Buku panduan ini telah ditulis berdasarkan asumsi bahwa tiada suatu model
tunggal tentang pengawasan parlemen yang berlaku untuk semua negara.
Aturan-aturan dan praktek-prakteknya yang diterima dan efektif di suatu tempat
mungkin tidak terpikirkan atau tidak relevan di tempat lain. Lagi pula, tidak
semua parlemen mempunyai kekuasaan yang sama. Karena perbedaan realitas
ini tidak terhindari bahwa beberapa saran dalam buku ini akan nampak terlalu
idealistik. Pada saat yang sama, sifat yang kompleks masalah-masalah ke-
amanan tidak memungkinkan menyajikan semua segi dalam satu jilid. Sebab
itu, buku ini hendaknya dilihat sebagai pengantar yang luas pada pening-
katan pengawasan parlemen atas sektor keamanan, yang diharapkan akan
mendorong pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Akhirnya, kami
berharap bahwa penerbitan ini akan lebih menjamin bahwa kebijaksanaan
dan pelaksanaan keamanan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat yang
akan mereka layani.

@@) %%H.MQL—

Anders B. Johnsson Ambasador Dr. Theodor H. Winkler
Sekretaris Jendral Direktur
Inter-Parliamentary Union (IPU) Geneva Centre for the

Democratic Control of Armed Forces
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Apa yang dapat anda dapati dalam
buku panduan ini

Buku ini dibagi menjadi delapan bagian, masing-masing berisi beberapa bab, dan
dapat dibaca dengan dua cara. Membaca seluruh Buku Panduan ini akan mem-
berikan pemahaman yang paling luas tentang masalah-masalah keamanan dan
peranan parlemen dalam pengawasan. Tetapi mungkin juga membaca dengan me-
milih bagian-bagian dan bab-bab yang menjadi perhatian khusus pembaca.
Indeks dan berbagai cross-references dirancang untuk maksud ini.

Dalam seluruh buku terdapat boks-boks yang menjelaskan masalah-masalah
yang kompleks dalam naskah utama, memberi contoh-contoh hukum dan pe-
raturan-peraturan serta menyoroti praktek-praktek pengawasan parlemen atas
sektor keamanan di berbagai negara. Pada akhir sebagian besar bab-bab ter-
dapat bagian yang disebut Apa yang dapat Anda lakukan sebagai anggota
parlemen, di mana rekomendasi yang konkrit diberikan.Tetapi, seperti di-
katakan sebelumnya, rekomendasi-rekomendasi ini harus dilihat dalam konteks
nasional.

Dua bagian pertama berisi kerangka teori dan analitis untuk meneliti peng-

awasan parlemen atas sektor keamanan. Bagian | dipusatkan pada perkem-

bangan konsep keamanan dan memberikan suatu tinjauan global tentang pe-

ranan Parlemen dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam sektor ke-

amanan. Pertanyaan-pertanyaan utama dalam Bagian | adalah:

O Apakah perkembangan-perkembangan mutakhir dalam lingkungan keamanan?

O Apakah yang dinamakan ancaman-ancaman dan balasan-balasan baru?

O Mengapa pengawasan parlemen atas sektor keamanan perlu?

QO Apakah asas-asas utama pemerintahan (governance) demokratis dalam
sektor keamanan?

O Apakah peranan parlemen dalam kaitannya dengan pemerintah dan ke-
hakiman?

Bagian Il menggambarkan semua tahapan rangkaian kebijakan keamanan na-

sional dan peraturan-peraturan internasional yang relevan dengan kebijakan

keamanan nasional. Kedua bab terakhir dari Bagian Il menyajikan peranan civil

society dan media dan perspektif gender masalah-masalah keamanan. Perta-

nyaan-pertanyaan penting adalah:

O Apakah peranan parlemen dalam pengambilan keputusan berkaitan de-
ngan kebijakan keamanan nasional?

QO Bagaimana hukum internasional membatasi atau memperluas kesempatan
bagi kebijakan keamanan nasional?
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O Bagaimana civil society dan media berkaitan dengan sektor keamanan,
dan bagaimana parlemen menggunakan sumbangan-sumbangan yang
berbeda?

O Bagaimana masalah-masalah keamanan dikomunikasikan kepada ma-
syarakat?

O Apa peranan perempuan dalam sektor keamanan?

Bagian Ill berisi Who's Who dalam sektor keamanan, yang meliputi militer,

polisi dan dinas-dinas intelijen, organisasi-organisasi negara lainnya yang di-

militerisir dan perusahaan-perusahaan keamanan swasta.

O Apakah fungsi-fungsi dan ciri-ciri khusus masing-masing lembaga/dinas ke-
amanan itu?

O Mekanisme pertanggungjawaban internal dan politik mana yang diperlukan?

QO Bagaimana parlemen dapat melaksanakan pengawasan secara efektif atas
dinas-dinas/lembaga-lembaga keamanan itu?

Bagian IV meneliti alat-alat dan instrumen-instrumen yang dapat dipergunakan

oleh parlemen untuk mengawasi sektor keamanan dan memberikan jawaban-

jawabannya kemudian antara lain pertanyaan-pertanyaan berikut;

O Alat-alat yang mana dapat dipergunakan parlemen untuk menjamin peng-
awasan atas sektor keamanan?

O Bagaimana keahlian parlemen tentang masalah-masalah keamanan dapat

diperbaiki?

Apakah peranan penyidikan dan dengar pendapat parlemen tentang ma-

salah-masalah keamanan?

Bagaimana komite-komite pertahanan dapat bekerja secara efektif?

Apa peranan ombudsman?

Bagaimana institusi ombudsman untuk pertahanan bekerja?

Mengapa anggota-anggota parlemen hendaknya mengunjungi lokasi dinas-

dinas keamanan?

O

o000

Bagian V membicarakan keadaan-keadaan yang merupakan ancaman khusus
pada keamanan seperti keadaan darurat, ancaman pada keamanan dalam
negeri, terorisme, dan cyber-crime. Bab ini juga memberikan secara garis
besar implikasi-implikasi partisipasi dalam misi-misi pendukung perdamaian
internasional yang seringkali dikirim ke daerah-daerah di mana keamanan
sama sekali tidak ada atau paling banter rapuh. Sebab itu bagian ini mem-
bicarakan antara lain pertanyaan-pertanyaan berikut;

O Bagaimana perimbangan yang sulit dapat dipertahankan antara keadaan
darurat dan pemeliharaan keamanan dalam negeri dan hormat pada HAM?

QO Apakah tujuan-tujuan dan batas-batas keadaan darurat?

O Perubahan-perubahan apa telah terjadi sejak tragedi 11 September? Bagai-
mana terorisme dapat dibedakan dari protes-protes demokratis yang sah?
Apakah akibat-akibatnya bagi keamanan internasional negara-negara? Apa
peranan parlemen dalam bidang ini?
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O Apakah relevansi keterlibatan parlemen dalam keputusan-keputusan untuk
mengirim pasukan ke luar negeri dalam operasi mendukung perdamaian
internasional?

Bagian VI, VII dan VIII menganalisa tiga perangkat sumber yang berkaitan de-

ngan sektor keamanan. Bagian VI dipusatkan pada anggaran pertahanan

dan pengawasannya baik oleh parlemen maupun a posteriori oleh badan-badan

audit negara.

O Bagaimana anggaran dapat menjadi kunci bagi keamanan?

O Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan pada anggaran
untuk keamanan?

O Kondisi-kondisi apa bagi pengawasan yang layak atas anggaran keamanan?

O Bagaimana sektor keamanan dapat diaudit? Mengapa suatu audit yang in-
dependen perlu dan bagaimana berfungsinya?

Bagian VII tentang personalia sektor keamanan dan dimaksudkan untuk mem-
bantu anggota-anggota parlemen dalam mengatur rekrutmen, memilih dan melatih
para prajurit, pensiunan dan rencana-rencana dana pensiun, konskripsi dan
dinas-dinas alternatif.

O Bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat ditanamkan pada personalia sektor
keamanan?

Dapatkah para prajurit membentuk serikat-serikat militer?

Apakah ethos (etika) profesional bagi sektor itu?

Bagaimana konskripsi dan dinas alternatif diatur di berbagai negara?
Adakah codes of conduct (kode etik) bagi prajurit ada? Adakah ukuran inter-
nasional?

Aspek apa dari manajemen personalia dalam sektor ini relevan bagi anggota-
anggota parlemen?

oo0oo

O

Akhirnya, bagian VIII mengenai sumber-sumber materiil sektor keamanan,

khususnya perolehan (apa yang harus dibeli, dari mana), perdagangan dan

penyelundupan senjata (arms transfer).

O Apa hambatan-hambatan hukumnya?

O Apakah masalah pengambilan keputusan yang komprehensif tentang pe-
rolehan sumber-sumber itu?

O Situasi apa saja membenarkan kerahasiaan?

O Bagaimana parlemen dapat menilai masalah-masalah ini?
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Bab 1

Perubahan keamanan
dalam dunia yang berubah

Selama dasawarsa terakhir situasi keamanan global telah berubah secara
dramatis. Selagi ancaman-ancaman lama telah semakin lenyap, tantangan-tan-
tangan baru dan menakutkan telah menggantikannya. Ini telah mendorong pe-
mikiran baru tentang gagasan-gagasan yang melandasi keamanan, konflik
dan perdamaian.

Perdamaian dan keamanan di negara-negara
demokrasi

Tidak semua konflik merupakan ancaman pada perdamaian dan keamanan.
Di setiap masyarakat terdapat pandangan-pandangan yang bersaing dan
berlawanan tentang berbagai masalah. Dalam demokrasi, kebebasan ber-
pendapat memungkinkan rakyat untuk menyampaikan pandangan-pandangan
itu kepada wakil-wakil pilihan mereka. Pada gilirannya, mereka bertugas untuk
mendiskusikan dan mempertimbangkan masalah-masalah yang dipertaruhkan
melalui debat terbuka. Prosedur ini memungkinkan negara-negara demokrasi
menenangkan konflik dan mencari kemungkinan kompromi yang mendapat
dukungan masyarakat umumnya. Tidak mengherankan, bahwa seringkali
karena tiadanya lembaga-lembaga demokrasi yang berfungsi, ketegangan-
ketegangan semakin parah sehingga tidak terkontrol dan berubah menjadi
konflik dengan kekerasan. Dengan adanya mekanisme untuk menyalurkan
konflik, demokrasi dilihat sebagai sangat berkaitan dengan perdamaian dan
keamanan.

Perkaitan itu menonjol karena alasan lebih lanjut: kini secara luas diakui bah-
wa keamanan bukan merupakan tujuan itu sendiri, melainkan pada akhirnya
harus melayani kesejahteraan rakyat. Demokrasi, yang berakar dalam suatu par-
lemen yang efektif, sangat mungkin akan memberi pikiran ini arti praktis:

"Kedaulatan masyarakat, wilayah, bangsa, negara, hanya bermakna
hanya jika berasal dari kedaulatan sejati — yaitu dari kedaulatan
manusia.” — Vaclav Havel

Keamanan nasional, dengan fokus pada perlindungan negara, "'menjadi”
keamanan manusia, yang mendahulukan perorangan dan masyarakat. Da-
lam praktek, ini telah mendorong negara-negara memperluas jawaban-jawaban
terhadap ancaman-ancaman pada keamanan dengan mencakup:
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v’ Tindakan preventif: prakarsa-prakarsa untuk mencegah konflik, seperti

resolusi konflik dan tindakan-tindakan peace-building,

v Intervensi: dalam hal-hal yang ekstrem, apabila usaha-usaha lain gagal -

melakukan intervensi dalam konflik-konflik internal untuk melindungi penduduk
dalam risiko tinggi;

v’ Tindakan reaktif: pemberian bantuan, yang diperlukan selama dan se-

sudah suatu perang saudara untuk memberi dukungan pada orang-orang
sipil yang menderita karena perang. Ini meliputi pembangunan kamp-kamp
untuk pengungsi (displaced persons), memberikan asylum pada para pe-
ngungsi atau memberi bantuan.

Dari keamanan militer ke keamanan komprehensif

Pergantian fokus dari "keamanan manusia” berjalan seiring dengan perluasan
konsep keamanan di luar pertimbangan-pertimbangan militer semata. Ada kon-
sensus yang berkembang bahwa masalah keamanan perlu didekati secara
komprehensif dengan juga memperhitungkan faktor-faktor non-militer (lihat
Boks No. 1).

Boks No. 1

Ancaman pada keamanan kini meliputi, sendirian atau
terpadu ...

>

>

Ancaman politik seperti ketidakstabilan politik internal, failed
states, terorisme, dan pelanggaran HAM;

Ancaman ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan antara negara
kaya-negara miskin yang melebar, resesi keuangan internasional,
dampak negara tetangga yang kuat secara ekonomis, atau yang
tidak stabil, dan pembajakan;

Ancaman lingkungan atau buatan manusia seperti malapetaka
nuklir, perubahan ekologis global, degradasi tanah atau air, keku-
rangan pangan dan sumber-sumber lain;

Ancaman sosial seperti konflik minoritas/mayoritas, kepadatan pen-
duduk, kejahatan yang terorganisir, drug-trafficking internasional,
perdagangan gelap, imigrasi massal yang tidak terkontrol, dan pe-
nyakit.

Agenda keamanan yang lebih luas mempunyai keuntungan, yaitu memberi pe-
ngertian lebih komprehensif tentang ancaman pada keamanan dan respons
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yang diperlukan. Kelemahannya adalah bahwa dinas-dinas keamanan, yang
meliputi semua organisasi yang memiliki wewenang yang sah untuk mengguna-
kan kekerasan, memerintahkan kekerasan atau mengancam penggunaan
kekerasan untuk melindungi negara dan warga negara, dapat menjadi terlalu
berkuasa jika mereka menjadi aktif dalam wilayah-wilayah masyarakat non-
militer. Lagi pula, sektor keamanan mungkin tidak memiliki keahlian yang di-
perlukan untuk menjawab tantangan-tantangan baru ini.

Dari keamanan negara secara individual ke
kerjasama keamanan antar negara

Pandangan bahwa keamanan nasional tidak dapat dicapai melalui "self-help”
nasional semata tetapi bahwa kerjasama antar negara diperlukan sudah sangat
usang. Dalam abad 19 pendekatan "perimbangan kekuatan” menonjol. Dalam
abad 20 organisasi-organisasi keamanan kolektif berkembang, seperti Liga
Bangsa-Bangsa, dan penggantinya PBB, tetapi juga organisasi pertahanan se-
perti NATO.

Sejak akhir Perang Dingin, telah pecah konflik-konflik internal. Akhir-akhir ini
terorisme telah mendominasi pokok-pokok berita. Globalisasi telah menonjolkan
saling-ketergantungan antar negara, termasuk dalam bidang keamanan. Kini
ancaman-ancaman pada keamanan di satu negara dapat dengan mudah menular
dan menyebabkan ketidakstabilan perdamaian kawasan, bahkan dunia. Kenya-
taan baru ini, bersama dengan perluasan agenda keamanan, telah memberi
dorongan lebih lanjut ke arah kerjasama keamanan internasional.

Boks No. 2
Jenis-jenis berbeda pengaturan keamanan

> Pertahanan Kolektif

Pertahanan kolektif didefinisikan sebagai suatu perjanjian (treaty) di
mana dua negara atau lebih berjanji untuk saling membantu dalam
hal terjadinya serangan dari luar. Contoh paling menonjol jenis pe-
ngaturan keamanan seperti ini adalah NATO dan Organisasi Negara-
Negara Amerika.

> Keamanan Kolektif
Dengan sistem ini, komunitas negara-negara sepakat untuk tidak
menggunakan kekerasan dan membantu setiap anggota komunitas

>

19



IPU dan DCAF - Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2003

dalam hal anggota lain menggunakan kekerasan. Ini merupakan
suatu sistem yang menyediakan reaksi dengan kekerasan oleh ko-
munitas internasional terhadap pelanggaran atas perdamaian interna-
sional. Tidak seperti pertahanan kolektif, keamanan kolektif ditujukan
pada serangan dari dalam komunitas sendiri. PBB merupakan contoh
yang khas dari sistem keamanan kolektif. Di bawah Pasal 41 dan 42
Piagam, komunitas internasional diharapkan menggunakan tekanan
pada peace breaker, apakah dalam bentuk paksaan non-militer atau-
pun penggunaan kekuasaan militer.

Sumber: SIMMA Bruno: The Charter of the United Nations, 1995

> Keamanan Kooperatif
Keamanan kooperatif menghubungkan keamanan kolektif dengan
pendekatan komprehensif pada keamanan. Ini dapat didefinisikan se-
bagai ”"pendekatan luas pada keamanan yang multidimensional
ruang lingkupnya; menekankan jaminan (reassurance) daripada pe-
nangkalan (deterrence); inklusif daripada eksklusif; tidak terbatas da-
lam keanggotaannya; memilih multilateralisme daripada bilateralisme;
tidak mengutamakan solusi militer daripada non-militer; berasumsi
bahwa negara adalah pelaku utama dalam sistem keamanan, tetapi me-
nerima bahwa pelaku non-negara (non-state actors) mungkin mem-
punyai peranan yang penting; tidak memerlukan diciptakannya lem-
baga-lembaga keamanan yang formal, tetapi tidak menolaknya; dan ter-
utama, tidak menekankan manfaat diciptakannya kebiasaan-kebiasaan
dialog atas dasar multilateral.”

Sumber: EVANS Gareth: Cooperating for Peace, 1993

Suatu "pengaturan pertahanan kolektif” adalah salah satu bentuk kerjasama
yang paling jauh jangkauannya. Tambahan pula, kerjasama keamanan yang
kurang kohesif terdapat dalam jaringan-jaringan perjanjian bilateral atau multi-
lateral tanpa organisasi militer secara formal yang begitu penting.

Keputusan untuk bergabung dengan suatu organisasi kerjasama keamanan,
dan khususnya organisasi pertahanan kolektif, akan mempunyai dampak kuat
atas situasi keamanan suatu negara. Pada dasarnya, kerjasama seperti
itu meningkatkan keamanan nasional karena kerjasama itu menjamin "pukulan”
terhadap ancaman. Tetapi keanggotaan ada harganya: suatu negara akan ber-
kewajiban menyesuaikan diri pada tujuan dan persyaratan persekutuan, se-
hingga dengan begitu membatasi pilihan-pilihannya dalam menentukan suatu
kebijakan keamanan nasional. Lagi pula, hal itu akan mempengaruhi pengawasan
parlemen karena proses pengambilan keputusan bergeser dari wilayah nasional
ke internasional.
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Bab 2

Relevansi pengawasan parlemen

Ada kepercayaan yang meluas bahwa kebijakan keamanan adalah suatu tu-
gas yang "wajar” bagi pihak eksekutif karena mereka memiliki pengetahuan yang
diperlukan dan dapat bertindak cepat. Parlemen cenderung dianggap seba-
gai lembaga yang kurang tepat untuk menangani masalah-masalah keamanan,
terutama prosedur-prosedur yang sering memakan waktu dan kurangnya akses
penuh ke keahlian dan informasi yang diperlukan. Tetapi, seperti halnya dalam
bidang kebijakan lainnya, parlemen dipercayai untuk meninjau dan memantau
pihak eksekutif. Sekurang-kurangnya ada empat sebab mengapa pengawasan
dalam masalah-masalah keamanan sangat penting.

Landasan demokrasi mencegah pemerintahan otokrasi

Mantan Perdana Menteri Perancis Georges Clémenceau pernah mengatakan
bahwa "Perang merupakan masalah yang terlalu serius untuk diserahkan pada
militer". Di luar sisi humornya, pernyataan ini mengingatkan bahwa dalam demo-
krasi, para wakil rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan tiada sektor negara
bisa berada di luar kontrol rakyat. Suatu negara tanpa kontrol parlemen atas
sektor keamanannya, terutama militer, paling banter hendaknya dianggap suatu
demokrasi yang belum selesai atau demokrasi dalam proses.

Menurut iimuwan Amerika yang terkenal Robert A. Dahl, "masalah yang paling
fundamental dan terus-menerus dalam politik adalah menghindari pemerintahan
otoriter.” Karena sektor keamanan adalah salah satu tugas negara yang hakiki,
suatu sistim checks and balances diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan ek-
sekutif. Sebab itu pengawasan parlemen atas sektor keamanan merupakan suatu
unsur esensial dari power sharing pada tingkatan negara dan, jika efektif, mem-
batas kekuasaan eksekutif atau presiden.

Tiada Pajak Tanpa Perwakilan

Sampai sekarang, satu dari mekanisme paling penting untuk mengontrol ek-
sekutif adalah anggaran. Sejak dewan-dewan yang pertama di Eropa Barat, par-
lemen menuntut hak bersuara dalam masalah-masalah kebijakan, dan tuntutan-
nya adalah "Tiada pajak tanpa perwakilan®. Karena organisasi-organisasi
sektor keamanan menggunakan bagian yang besar dari anggaran negara, ada-
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lah esensial bahwa parlemen memantau penggunaan sumber-sumber negara
yang langka secara efektif dan efisien.

Menciptakan parameter hukum untuk masalah-masalah
keamanan

Dalam praktek, eksekutiflah yang merancang hukum tentang masalah-ma-
salah keamanan. Meskipun demikian, para anggota parlemen memainkan pe-
ranan penting dalam meninjau konsep-konsep ini. Jika perlu, mereka dapat
menyarankan amandemen untuk menjamin bahwa ketentuan-ketentuan hukum
yang diusulkan cukup mencerminkan pikiran baru tentang keamanan. Lagi pula,
menjadi kewajiban parlemen untuk menjaga bahwa hukum-hukum itu tidak
tinggal menjadi tulisan mati, tetapi sepenuhnya dilaksanakan.

Jembatan ke publik

Eksekutif mungkin saja tidak sepenuhnya menyadari masalah-masalah keamanan
yang menjadi prioritas warganegara. Para anggota parlemen secara teratur
berhubungan dengan penduduk dan berada dalam posisi untuk menentukan
pandangan-pandangan mereka. Sesudah itu mereka menumbuhkan kepedu-
lian warganegara di parlemen dan mengusahakan bahwa pandangan-pandangan
itu tercerminkan dalam hukum-hukum dan kebijakan keamanan.

Tantangan-tantangan bagi pengawasan parlemen
atas sektor keamanan

Sekurang-kurangnya tiga aspek sektor keamanan merupakan tantangan nyata
bagi pengawasan parlemen:

v" Hukum kerahasiaan mungkin menghambat usaha-usaha untuk meningkat-
kan transparansi dalam sektor keamanan; Terutama di negara-negara demo-
krasi yang baru berkembang atau negara-negara yang dilanda konflik, hukum
tentang kerahasiaan mungkin menghambat atau membahayakan pengawasan
parlemen atas sektor keamanan, ini juga disebabkan oleh tiadanya perun-
dangan tentang kebebasan informasi.

v Sektor keamanan merupakan suatu bidang yang sangat kompleks, di
mana parlemen harus mengawasi masalah-masalah seperti perolehan sen-
jata, pengawasan senjata, dan kesiapan/persiapan satuan-satuan militer. Tidak
semua anggota parlemen mempunyai pengetahuan cukup dan keahlian untuk
menangani masalah-masalah ini dengan efektif. Mungkin mereka juga
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tidak mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengembangkannya, karena
masa kerja mereka sebagai anggota parlemen terbatas dan akses ke sum-
ber-sumber ahli di dalam negeri atau di luar negeri kurang.

v Penekanan pada kerjasama keamanan internasional mungkin mempe-
ngaruhi transparansi dan legitimasi demokratis dari kebijakan keamanan
suatu negara, jika hal itu menyebabkan ditinggalkannya parlemen dari pro-
sesnya. Sebab itu, penting bahwa parlemen dapat memberikan masukan,
berpartisipasi dan menindaklanjuti perdebatan dan keputusan-keputusan
dalam arena internasional.
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Bab 3

Peranan serta tanggung jawab
parlemen dan lembaga-lembaga
negara lain

Tanggung jawab bersama

Sekalipun parlemen dan pemerintah mempunyai peranan berbeda dalam
masalah-masalah keamanan, keduanya mempunyai tanggung jawab bersama
untuk memelihara sektor keamanan yang berfungsi dengan baik. Pikiran tentang
tanggung jawab bersama ini juga berlaku pada hubungan antara pimpinan po-
litik dan militer. Dua pihak ini hendaknya tidak dianggap sebagai musuh dengan
tujuan-tujuan yang bertentangan. Sebaliknya, mereka saling membutuhkan un-
tuk mencapai kebijakan keamanan yang berpusatkan pada rakyat, efektif,
dan komprehensif. Sebab itu pengawasan harus meliputi dialog antara pimpinan
politik dan pejabat-pejabat tinggi militer atas dasar kepercayaan, garis komunikasi
yang terbuka dan saling inklusif. Komunikasi yang teratur seperti itu mempu-
nyai keuntungan tambahan yang penting, yaitu mencegah jangan sampai para
politisi dan pimpinan militer menjadi saling terasingkan dan dengan demikian
membantu mengkonsolidasikan stabilitas.

Pembagian peranan

Tiga cabang negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif, memainkan peranan
penting dalam kebijakan keamanan nasional. Usaha untuk menggambarkan pe-
ranan-peranan itu terdapat di Boks No. 3, yang menyoroti fungsi-fungsi khusus
masing-masing dari ketiga pelaku utama dalam cabang eksekutif — kepala ne-
gara, pemerintah dan staf umum. Daftar yang ada dimaksudkan untuk meninjau
tentang kemungkinan fungsi-fungsi karena sistem politik di satu negara mungkin
berbeda dari negara lain. Sebab itu, tinjauan itu tidak dimaksudkan mencermin-
kan situasi semua negara.

Akhirnya, dua pelaku institusional memainkan peranan penting dalam meng-

awasi pelaksanaan kebijakan keamanan, sedang media berfungsi mnegkomuni-
kasikan pada publik tujuan dan tindakan semua pelaku negara (lihat Bab 6).
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Akuntabilitas politik

Dinas-dinas keamanan bertanggung jawab pada masing-masing cabang lem-
baga negara utama.

v’ Eksekutif melakukan pengawasan langsung dari tingkat pemerintahan
pusat, daerah, atau lokal, menentukan anggaran, petunjuk umum dan prioritas
dinas-dinas keamanan.

v Legislatif melakukan pengawasan parlemen dengan menetapkan hukum
yang menentukan dan mengatur dinas-dinas keamanan dan kekuasaan
mereka dan dengan menentukan pembagian anggaran yang sesuai. Pe-
ngawasan seperti itu dapat juga meliputi mengangkat seorang ombudsman
parlemen atau sebuah komisi yang dapat mengadakan investigasi atas
keluhan-keluhan publik.

v’ Yudikatif memantau sektor keamanan maupun menuntut pelanggaran
prajurit melalui proses sipil atau pidana bilamana perlu.

Boks No. 3

Kemungkinan fungsi cabang-cabang utama negara
mengenai sektor keamanan

Parlemen | Yudikatif Eksekutif
Kepala Kabinet Panglima
Negara Militer
Komando | Di bebera- Mahkamah Di beberapa Pemerintah | Di beberapa
Tertinggi pa negara Konstitusi negara, kepala | merupakan | negara posisi
Parlemen mengevaluasi | negara hanya komando panglima
mendebat konstitusiona- | memiliki pe- tertinggi di militer ada
dan/atau litas presiden | ranan seremo- masa di masa pe-
dan/atau litas presiden | nial. Di negara | perang rang, di ne-
menunjuk atau kabinet lainnya dia gara lainnya
seorang selaku memiliki ke- merupakan
komando panglima kuasaan nyata; posisi
tertinggi misalnya ko- permanen
mando ter-
tinggi dalam
masa perang
Kebijakan | Mendisku- Menanda- Mengusul- Menasehati
keamanan | sikan dan tangani hukum | kan dan pemerintah
menyetujui yang berhu- melaksana- | serta meren-
konsep bungan dengan | kan kebi- canakan,
keamanan kebijakan jakan ke- membantu
serta mene- amanan dan melak-
=)
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rapkan sanakan
hukum kan kebijakan
keamanan
Anggaran | Menyetujui Mengusul- Menasehati
anggaran kan pemerintah
Hukum Menetap- Mahkamah Menanda- Mengusul- Menasehati
Pertahan- | kan hukum [ Konstitusi tangani kan hukum | pemerintah;
an menilai dan penetapan dan mene- melaksana-
menjelaskan hukum rapkan kan hukum
konstitusiona- peraturan tambahan
litas hukum tambahan
Personalia | Di beberapa |Menilai kepa- [ Menunjuk Menunjuk Menasehati
negara par- | tuhan mereka | komandan- komandan- | perencanaan
lemen harus | pada hukum komandan komandan personalia;
menyetujui utama; utama melaksana-
posisi-posisi menyetujui kan rencana
penting personalia;
menunjuk
komandan-
komandan
yang lebih
rendah
Peng- Meninjau Menghakimi Mengusul- Memprakar-
adaan dan/atau dalam kan peng- sai dan me-
menyetujui | pengadilan adaan per- laksanakan
proyek-pro- | atas pelang- senjataan pengadaan
yek peng- garan hukum persenjataan
adaan per- tentang ko-
senjataan rupsi dan
yang penipuan
penting
Mengirim | Persetujuan | Menilai Menego- Komando
pasukan sebelumnya, |tingkah laku siasikan par- | operasional
ke luar persetujuan | mereka tisipasi in-
negeri / sesudahnya |dari segi ternasional,
Menjadi atau tidak hukum menentukan
tuan ru- menyetujui- aturan main
mah bagi | nya (rules of
pasukan engage-
asing ment)
Perjanjian | Persetujuan Ikut serta dalam | Bertanggung| Menasehati
internasio- perjanjian jawab atas pemerintah
nal, ber- internasional negosiasi
gabung internasional
dengan
aliansi

Seperti dikatakan sebelumnya, peranan ketiga cabang lembaga negara mung-
kin berbeda di setiap negara. Tetapi sangat penting bahwa suatu sistem power-
sharing selalu ada yang merupakan checks and balances untuk mencegah
penyalahgunaan sektor keamanan. Mengingat bahwa di banyak negara peme-
rintah cenderung memainkan peranan yang dominan dalam masalah-masalah
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keamanan, penting sekali bahwa parlemen mempunyai wewenang atas pe-
ngawasan yang efektif dan atas sumber-sumber. Ini menjadi lebih penting lagi
karena tantangan-tantangan keamanan (lihat Bab 1) mungkin mendorong lem-
baga-lembaga publik untuk mendefinisikan kembali peranan-peranan mereka.

Asas-asas pengawasan demokratis dan
parlementer

Tidak ada ukuran yang disepakati secara internasional dalam bidang peng-
awasan perlementer, karena keamanan dan pertahanan dianggap termasuk ke-
daulatan nasional. Ada beberapa ukuran regional, seperti misalnya OSCE Code
of Conduct (untuk informasi lebih lanjut lihat Boks No. 66). Ada juga asas-asas
tertentu yang mengatur hubungan sipil-militer:

v Negara adalah satu-satunya pelaku dalam masyarakat yang memiliki mo-
nopoli yang sah atas pasukan; dinas-dinas keamanan yang bertanggung
jawab pada penguasa-penguasa demokratis yang sah;

v Parlemen berdaulat dan menuntut tanggung jawab eksekutif atas perkem-
bangan, pelaksanaan dan tinjauan kebijakan keamanan dan pertahanan;

v Parlemen mempunyai peranan konstitusional yang unik dalam menguasakan
dan memeriksa anggaran pertahanan dan keamanan;

v Parlemen memainkan peranan penting dalam mendeklarasikan dan meng-
hentikan keadaan darurat atau keadaan perang (lihat Bab 18).

v Prinsip-prinsip good governance (lihat Boks No. 4) dan rule of law berlaku
untuk semua cabang pemerintahan, dan oleh karena itu juga untuk sektor
keamanan;

v Personalia sektor keamanan secara perorangan bertanggung jawab kepada
peradilan atas pelanggaran hukum nasional dan internasional (dalam hal ke-
salahan perdata ataupun kriminal);

v Organisasi-organisasi sektor keamanan secara politis netral.

Boks No. 4

Good governance sebagai suatu nilai penting untuk peng-
awasan demokratis atas sektor keamanan

"Good governance tercerminkan dalam penentuan kebijakan yang
predictable, terbuka dan bijaksana, birokrasi yang dijiwai etos profe-

2>
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sional, yang bertindak demi kepentingan masyarakat, the rule of law,
proses yang transparan, dan civil society yang kuat yang berpartisi-
pasi dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Poor governance (seba-
liknya) ditandai oleh penentuan kebijakan yang sembarangan, biro-
krasi yang tidak bertanggung jawab, sistem hukum yang tidak dilak-
sanakan atau tidak adil, penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, suatu
civil society yang tidak terlibat dalam kehidupan masyarakat, dan ko-
rupsi yang meluas.”

Sumber: World Bank. 1994. Covernance: The World Bank’s Experience
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Bagian Il

Pengawasan kebijakan
keamanan nasional
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Bab 4

Menetapkan suatu kebijakan
keamanan nasional

Unsur-unsur

Kebijakan keamanan nasional mengungkapkan pendekatan pemerintah pada
keamanan dan bagaimana keamanan diharapkan akan tercapai. Kebijakan
keamanan nasional melibatkan keputusan-keputusan penting tentang sektor
keamanan yang mempengaruhi keamanan eksternal dan internal negara dan ma-
syarakat. Kebijakan keamanan itu didasarkan pada suatu pendekatan tertentu
pada keamanan, memberikan pedoman doktrin militer, dan dikembangkan da-
lam kerangka peraturan internasional dan regional, di mana suatu negara me-
rupakan satu anggota. Sebab itu kebijakan itu tidak hanya didasarkan pada
suatu persepsi tentang kebutuhan dan prioritas keamanan nasional, tetapi di-
pengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, tekanan dan komitmen. Dalam semua
hal, kebijakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkan-
dung dalam konstitusi atau piagam nasional.

Boks No. 5

Mempersoalkan kebijakan keamanan nasional

Dalam perdebatan dan persetujuan tentang dokumen-dokumen kebi-
jakan keamanan nasional, atau dalam perdebatan tentang pelaksana-
annya dalam keadaan-keadaan khusus, wakil-wakil rakyat hendaknya
mengajukan beberapa atau semua pertanyaan berikut:

v Dari jenis ancaman dan risiko apakah masyarakat perlu dilin-
dungi? Nilai-nilai siapa dan yang mana perlu dilindungi? Dan dari
sebab itu, keamanan seperti apa diperlukan?

‘/Apakah kebijakan keamanan nasional meliputi pemeriksaan ri-
siko-risiko baru terhadap keamanan seperti organisasi kriminal
dan terorisme?

v Bagaimana menjamin bahwa kebijakan keamanan konsisten de-
ngan hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan HAM?

>
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v Seberapa besar keamanan itu cukup?

v Bagaimana keamanan nasional dapat tercapai dengan cara paling baik:
Dengan aliansi? Dengan mempertahankan netralitas?

v Operasi-operasi macam apa yang mungkin sekali dilakukan oleh
pasukan-pasukan keamanan? Hanya operasi-operasi pertahanan,
atau mereka akan terlibat dalam peacekeeping operations?

v’ Sarana apa saja yang perlu ada dan sektor-sektor mana harus di-
libatkan untuk mencapai tingkat keamanan yang diinginkan? Dan
berapa lama dan dalam keadaan seperti apa?

v Kapan saja kebijakan keamanan perlu ditinjau kembali?

v Apakah implikasi finansial dan ekonomis dan berapa pembayar
pajak akan bersedia membayar?

v Apakah dampak kebijakan keamanan dan pelaksanaannya bagi po-
litik luar negeri stabilitas regional?

v Apakah status dan masa depan sebenarnya dari strategi nasional
tentang senjata pemusnah massal?

Biasanya, pelaksanaan kebijakan keamanan nasional melibatkan banyak
badan dan departemen negara maupun dokumen-dokumen kebijakan. Sebab
itu, perlu bahwa suatu negara mengembangkan suatu strategi keamanan nasional
yang komprehensif yang melibatkan semua pelaku yang relevan dan aspek-
aspek keamanan. Pendekatan seperti itu memberi pemerintah kesempatan untuk
menangani semua aspek keamanan dengan secara integral dan komprehensif.
Apa yang dinamakan risiko-risiko baru, seperti terorisme dan kejahatan interna-
sional, secara khusus memerlukan usaha bersama, karena memerangi ancaman-
ancaman baru tersebut menuntut keterlibatan berbagai lembaga: militer, ke-
menterian keuangan, polisi, penjaga perbatasan dan dinas-dinas intelijen.

Perlunya keterlibatan parlemen

Dengan latar-belakang itu, dan mengingat misi parlemen untuk mewakili ke-
pentingan dan keprihatinan rakyat, ada sejumlah alasan untuk keterlibatan
parlemen dalam pengembangan kebijakan keamanan nasional dan untuk
persetujuan parlemen secara transparan:

v Kebijakan keamanan nasional mempengaruhi hidup, nilai-nilai dan ke-

sejahteraan rakyat, dan tidak bisa diserahkan pada kebijaksanaan ekseku-
tif atau militer sendiri;
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v Kebijakan keamanan nasional mempunyai konsekuensi-konsekuensi pen-
tingnya bagi masa depan militer, dan pasukannya, laki-laki dan perempuan;

v Kebijakan keamanan nasional mempunyai konsekuensi-konsekuensi finan-
sial dan sebab itu uang pembayar pajak;

Di samping biaya keuangan, langkah-langkah keamanan dapat membatasi
kemerdekaan dan kebebasan warganegara dan mempunyai konsekuensi-kon-
sekuensi penting bagi demokrasi. Sebab itu penting bahwa parlemen menjamin
langkah-langkah seperti itu selalu konsisten dengan hukum kemanusiaan interna-
sional yang berlaku, khususnya keempat Konvensi Genewa dan kedua Pro-
tokolnya dan dengan hukum HAM, khususnya Deklarasi Sedunia Hak-Hak Asasi
dan International Convenant on Civil and Political Rights. Yang disebut kemu-
dian ini menyatakan bahwa hak-hak tertentu dalam keadaan apa pun tidak
dapat dikurangi. Lihat juga bab-bab 18-20.

Peranan parlemen dalam tahapan-tahapan
penentuan kebijakan keamanan nasional

Sepanjang menyangkut parlemen, perdebatan tentang kebijakan keamanan
nasional seharusnya tidak merupakan kejadian tunggal, tetapi suatu proses
yang berkembang melalui semua tahapan-tahapannya: pengembangan, peng-
ambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi. Sementara seharusnya tidak
ada campurtangan dalam tanggungjawab-tanggungjawab eksekutif dan da-
lam merancang dan melaksanakan kebijakan ini, prosesnya harus setransparan
dan separtisipatif mungkin, dengan membiarkan perimbangan yang wajar ter-
capai antara mereka yang menggunakan pengaruh apa pun atas proses itu, ter-
masuk sektor keamanan itu sendiri dan military-industrial complex.

Dalam semua tahapan, hendaknya parlemen dapat menggunakan mekanis-
me-mekanisme yang ada padanya untuk membuat eksekutif sadar akan ke-
prihatinan dan harapan-harapan publik: pertanyaan-pertanyaan lisan dan tertulis,
mosi, penyelidikan, dengar pendapat dengan select committee, "buku pu-
tih”, representasi ke menteri-menteri dan departemen-departemen. (Lihat juga
Bab 14 tentang mekanisme parlemen yang diterapkan pada sektor keamanan)

Pengembangan
Di semua sistem parlementer, parlemen memainkan peran yang terbatas dalam

tahapan pengembangan suatu kebijakan keamanan nasional yang baru.
Tugas ini terutama berada di tangan departemen-departemen dan badan-ba-
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dan pemerintah yang kompeten. Meskipun demikian parlemen dapat me-
mainkan peranan yang krusial dalam menjamin bahwa kebijakan yang ada
memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat dan dalam minta revisi jika diperlukan.
Sebab itu, yang ideal peranannya seharusnya tidak dibatasi pada menerima
dokumen yang dapat diterimanya atau ditolaknya. Komisi-komisinya yang
kompeten hendaknya diajak konsultasi sejak dini dalam proses agar dapat
memberi masukan — yang mencerminkan keragaman visi politik di parlemen —
pada dokumen-dokumen dan perundangan yang dipersiapkan. Ini tidak hanya
akan memungkinkannya untuk mencerminkan keprihatinan rakyat sejak dini
dalam proses, tetapi juga menciptakan iklim dan perdebatan yang lebih positif
di parlemen ketika dokumen kebijakan itu diajukan untuk disetujui. Kepen-
tingan bangsa yang paling tinggi harus melebihi hubungan kekuasaan antara
mayoritas dan oposisi di parlemen dan seharusnya tidak menghalangi pem-
bacaan yang demokratis dokumen keamanan nasional. Dalam semangat itu, par-
lemen harus dapat mengusulkan perubahan-perubahan pada dokumen-do-
kumen yang disajikan kepadanya.

Pengambilan keputusan

Parlemen dapat dan harus memainkan peranan penting dalam tahap pengam-
bilan keputusan, terutama karena begitu dokumen kebijakan keamanan nasional
sampai di parlemen, ia menjadi "milik parlemen” dan tanggung jawabnya lang-
sung. Maka dia harus diberi cukup waktu untuk mempelajarinya secara men-
dalam dan menolak untuk dikejar-kejar dalam hal itu.

Parlemen dapat memutuskan untuk memberikan persetujuannya pada suatu
kebijakan baru dan perundangan yang diusulkan oleh pemerintah atau untuk
menolaknya dan mengusulkan perubahan-perubahan. Sekali lagi, pada tahap
ini, parlemen harus dapat proaktif dan menggunakan pengaruhnya, mengusul-
kan perubahan-perubahan jika tidak puas dengan dokumen sebelumnya. Per-
tanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan selama perdebatan parlemen dan pe-
ngambilan keputusan sudah disebutkan sebelumnya dalam bab ini.

Pada tahap ini, pengaruh parlemen yang paling penting biasanya menyangkut
pembagian anggaran. (Untuk informasi lebih lanjut silakan mengacu pada Ba-
gian VI tentang sumber-sumber keuangan). Pengaruh ini menjadi sangat besar
ketika parlemen dapat mengatur komisinya yang kompeten untuk mengada-
kan perdebatan terpisah dan melakukan pemungutan suara pada setiap masing-
masing pembagian anggaran yang berkaitan dengan keamanan dan seluruh ang-
garan kebijakan keamanan. Rencana-rencana pertahanan harus ditentukan
pada waktunya untuk diperiksa dan harus mempunyai kaitan langsung dengan
tuntutan-tuntutan anggaran.

Parlemen dapat memainkan peranan yang krusial dalam membangkitkan
atau meningkatkan dukungan publik dan dalam menjamin legitimasi kebijakan
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yang akhirnya diputuskan. Sebab itu transparansi dalam menyelenggarakan
debat parlemen dalam kaitannya dengan masalah-masalah keamanan sangat
penting, dan begitu penting sehingga publik dan media mempunyai akses
pada perdebatan dan dengar pendapat di parlemen.

Implementasi

Tanggung jawab parlemen dalam hal keamanan nasional tidak berakhir de-
ngan ditetapkannya suatu dokumen kebijakan atau bahkan anggarannya; peng-
awasan dan fungsi auditnya harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Dalam
tahap pelaksanaan, parlemen harus meneliti kegiatan-kegiatan pemerintah
dengan segala jalan yang dimilikinya (lihat Bab 14). Parlemen dapat meng-
gunakan pengaruhnya terutama melalui keputusan-keputusannya tentang pem-
bagian anggaran yang berkaitan. Parlemen juga harus memeriksa kom-
petensi profesional dan teknis kantor-kantor audit untuk melakukan audit kinerja
dan tuntutan audit.

Parlemen dapat melakukan campur tangan pada saat-saat perubahan atau
krisis besar yang membutuhkan persetujuan atas langkah-langkah peme-
rintah. Contoh-contohnya: mengirimkan pasukan ke luar negeri (lihat Bab
22), mengumumkan keadaan darurat (lihat Bab 18). Di samping itu, parle-
men dapat campur tangan jika pemerinah membuat kesalahan serius. Dalam
hal-hal seperti itu, parlemen biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan;
dalam hal-hal yang ekstrim, parlemen dapat memerintahkan suatu penyelidikan
khusus.

Penilaian dan pelajaran-pelajaran

Dalam lingkungan yang demokratis, pemerintah mempunyai tanggung jawab
untuk menilai relevansi kebijakannya dan menyajikan hasil evaluasinya ke par-
lemen, baik dalam hal kualitatif maupun kuantitatif. Sepanjang menyangkut
parlemen, penilaian seperti itu mau tak mau mencakup audit — tentang angka-
angka dan kinerja — dari pelaksanaan bagian anggaran yang berkaitan. Bahkan
kalaupun merupakan penilaian yang tertunda, hal itu selalu dapat dipertimbang-
kan dalam membenarkan adanya kebijaksanaan atau mengembangkan yang
baru. Contohnya adalah penilaian tentang misi perdamaian, sistem persenjataan
penting dan mahal dan sistem personalia departemen pertahanan (terutama
wajib militer). Parlemen dapat juga menggunakan konsultan untuk melakukan
audit khusus tentang kinerja.

35



IPU dan DCAF - Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2003

Apa yang dapat anda lakukan
sebagai anggota parlemen

Kebijakan keamanan

B> Pastikan bahwa ada kaitan logis antara kebijakan keamanan na-
sional, doktrin operasional, rencana pertahanan dan tuntutan anggaran.

D> Jika layak - terutama setelah perbandingan dengan kebijakan yang
digunakan di negara-negara lain dalam keadaan yang sebanding -
ajukan pertanyaan-pertanyaan di parlemen tentang relevansinya
dan/atau kemungkinan up-dating-nya mengingat perkembangan-
perkembangan baru di lapangan: lihat Bagian | tentang perkem-
bangan kebijakan keamanan dan pelaku-pelakunya.

> Parlemen harus mengundangkan proses pengembangan, peng-
ambilan keputusan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan keamanan
nasional, menentukan peranan parlemen dalam keempat tahap
proses itu.

Pertanyaan-pertanyaan yang relevan

> Pastikan bahwa dalam proses menentukan atau menentukan
kembali kebijakan keamanan nasional, sebagian besar pertanyaan
yang terdaftar di bawah bagian dalam Boks No. 5 "Mempersoal-
kan Kebijakan Keamanan Nasional” diajukan.
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Bab 5

Kebijakan keamanan nasional dan
peraturan-peraturan internasional

Prinsip-prinsip internasional

Perjanjian-perjanjian internasional membatasi dan seringkali memperluas pilihan-
pilihan kebijakan keamanan nasional. Sebagain besar negara di dunia adalah
anggota PBB dan demikian terikat oleh Piagam PBB. Artikel 2.3 dan 2.4, yang
menyatakan:

"Semua anggota wajib menyelesaikan perselisihan internasional

mereka melalui cara-cara damai sedemikian sehingga perdamaian

dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam bahaya.”

"Dalam hubungan internasional mereka, semua anggota wajib
menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap ke-
utuhan dan kemerdekaan politik Negara mana pun, atau dalam
setiap cara lain yang tidak sesuai dengan Tujuan-tujuan Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa.”

Di samping itu, sejumlah prinsip adat internasional menyediakan kerangka
acuan. Deklarasi 2925 (XXV) Sidang Umum tentang prinsip-prinsip hukum in-
ternasional tentang hubungan dan kerjasama bersahabat antar Negara (1970)
diakui sebagai interpretasi otentik Piagam PBB dan oleh karena itu mengikat
semua negara anggota PBB. Dalam Deklarasi ini kedelapan prinsip yang tak
terpisahkan yang sama nilainya diuraikan:

Prinsip I: Menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan.

Prinsip II; Penyelesaian damai perselisihan internasional.

Prinsip IlI: Batas dan keutuhan teritorial negara-negara yang tidak boleh di-
langgar.

Prinsip IV:  Hak rakyat atas penentuan nasib sendiri dan untuk hidup dalam
damai di wilayah mereka sendiri dalam batas-batas yang diakui
dan dijamin secara internasional.

Prinsip V: Persamaan kedaulatan antar negara dan non-intervensi dalam ma-
salah-masalah dalam negeri.

Prinsip VI:  Hormat atas HAM.

Prinsip VI Kerjasama antar negara.

Prinsip VIII:  Pelaksanaan sungguh-sungguh kewajiban-kewajiban yang terkan-
dung dalam hukum internasional.
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Perjanjian-perjanjian multilateral tentang
keamanan dan pertahanan

Ada banyak perjanjian multilateral dalam bidang keamanan. Kelompok utama
perjanjian seperti itu sebagai berikut (daftar ini tidak lengkap, tetapi hanya
memberi contoh-contoh perjanjian dalam masing-masing kelompok):

Perjanjian yang mengatur keamanan dunia: Piagam PBB.

Perjanjian-perjanjian internasional hukum kemanusiaan, yang mengatur
konflik bersenjata internasional dan non-internasional: Empat Konvensi
Genewa, 1949, termasuk dua Protokol tambahan, 1977.

Perjanjian-perjanjian internasional tentang jenis-jenis persenjataan yang ber-
beda dan pengaturan-pengaturannya: Perjanjian tentang Misil Anti-Balistik (Anti-
Ballistic Missile Treaty), Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (Strategic
Arms Reduction Treaty), Konvensi tentang Ranjau Darat (Landmines Convent-
ion), Tlatelolco Treaty, dan sebagainya.

Perjanjian-perjanjian internasional yang menciptakan organisasi-organi-
sasi regional sebagian berhubungan dengan masalah-masalah keamanan:
Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika, Perjanjian tentang Uni Eropa, Ke-
putusan Akhir CSCE-OSCE, Keputusan Konstitutif Uni Afrika.

Perjanjian-perjanjian regional tentang kerjasama militer dan bantuan
pertahanan timbal-balik: Perjanjian NATO, Persekutuan untuk Perjanjian
Perdamaian, Perjanjian WEU (Western European Union/Uni Eropa Barat), Per-
janjian Antar Amerika tentang Bantuan Timbal-Balik.

Rasional negara-negara untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian keamanan inter-
nasional adalah untuk mendefinisikan prinsip-prinsip tingkah-laku internasional
dengan tujuan memperkuat keamanan internasional dan regional dan meningkat-
kan kerjasama bilateral dan multilateral mereka. Melalui departemen luar ne-
gerinya, eksekutif biasanya memimpin proses negosiasinya.

Perjanjian-perjanjian bilateral atau perjanjian
persahabatan, kerjasama dan bantuan militer
timbal-balik

Dalam membicarakan kebijakan keamanan suatu negara, perjanjian-perjanjian
bilateral dapat pula memainkan peranan sentral. Hanya dengan dua negara
terlibat, ketentuan-ketentuan perjanjian seperti itu dapat dinegosiasikan agar
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dapat menyesuaikan sedekat mungkin nilai-nilai, keadaan-keadaan dan ke-
butuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara yang bersangkutan. Perjan-
jian-perjanjian tentang pengurangan persenjataan strategis (START) antara Uni
Soviet dan AS merupakan contohnya.

Jenis perjanjian-perjanjian seperti ini bukan saja telah dipergunakan untuk me-
nyatakan persahabaan dan non-agresi (misalnya perjanjian bilateral Treaty of
Friendship, Cooperation and Mutual Assistance yang ditandatangani oleh
Russia dan Armenia bulan Agustus 1997), tetapi perjanjian-perjanjian itu juga mem-
bantu memecahkan kasus-kasus praktis kerjasama militer termasuk dalam be-
berapa hal izin untuk menggelar pasukan dan persenjataan di wilayah asing.
Dalam tahun-tahun 1990-an Russia menandatangani beberapa perjanjian bi-
lateral tentang kerjasama militer dengan negara-negara republik bekas Uni So-
viet.

Perjanjian-perjanjian itu dapat juga meliputi bantuan militer konkrit bila diperlukan.
Dalam hubungan ini, The Charter on Democratic Partnership 1994 dapat juga
dilihat sebagai kelanjutan Perjanjian AS-Kazakh 1992, yang membuka jalan ke
arah pengembangan hubungan militer bilateral.

Secara keseluruhan, perjanjian-perjanjian bilateral dapat dilihat sebagai alat
untuk memberi garis besar kebijakan keamanan asing, meningkatkan hu-
bungan bersahabat dengan negara-negara lain dan untuk memecahkan masa-
lah-masalah konkrit. Parlemen cenderung berada dalam posisi yang lebih menen-
tukan bila menyetujui perjanjian-perjanjian ini dan mempunyai lingkup yang
lebih luas untuk menyarankan perubahan-perubahan dalam naskahnya — untuk
eksekutif yang akan membicarakannya sesudahnya - daripada dalam hal
perjanjian-perjanjian multilateral tentang keamanan yang tradisional.

Perlunya keterlibatan parlemen dan publik

Di negara-negara di mana keterlibatan publik dan parlemen dalam proses rati-
fikasi perjanjian-perjanjian internasional tidak biasa, hal itu perlu didorong
agar membantu memperkuat dukungan rakyat. Sebagai prinsip, di dalam
demokrasi eksekutif tidak dapat menandatangani perjanjian-perjanjian rahasia
atau perjanjian bilateral tanpa sepengetahuan dan persetujuan parlemen.
Persetujuan-persetujuan internasional yang menyangkut kedaulatan, wilayah
dan status internasional negara, tentu saja harus diperdebatkan dan disetujui
parlemen.

Di beberapa negara, seperti Swiss, perjanjian-perjanjian yang penting harus
ditentukan oleh referendum. Dengan cara ini, keterlibatan civil society, dalam
perubahan-perubahan penting dalam politik luar negeri terjamin. Di Swiss,
referendum (lihat boks No. 6) mendahului ratifkasi.
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Boks No. 6

Demokrasi langsung dan ratifikasi perjanjian-perjanjian
internasional dan perjanjian-perjanjian penting lainnya:
kasus Swiss

Di Swiss, Parlemen Federal, Dewan Federal (pemerintah) dan rakyat
ikut serta dalam proses ratifikasi perjanjian-perjanjian internasio-
nal. Perjanjian-perjanjian penting bagi negara tidak hanya harus
terbuka pada debat parlemen, tetapi pada debat publik juga. Masya-
rakat dapat mengemukakan pendapatnya tentang perjanjian-perjan-
jian yang dinegosiasikan melalui referendum. Di samping itu, melalui
referendum masyarakat dapat memberikan suatu mandat kepada
Dewan Federal untuk memulai atau menghentikan menegosiasi-
kan perjanjian-perjanjian yang akan datang. Referendum diperlukan
jika pemerintah hendak menyetujui suatu ”"organisasi keamanan
kolektif atau suatu komunitas supranasional” (pasal 140.b dari Kon-
stitusi Federal).

Apa yang dapat anda lakukan sebagai
anggota parlemen

Negosiasi tentang perjanjian

B> Pastikan bahwa parlemen/komisinya yang relevan:

- berhubungan dengan proses negosiasi, termasuk adanya ang-
gota-anggota parlemen dari aliran politik yang berbeda seba-
gai anggota tim negosiasi;

- mendapat nasehat dari civil society, khususnya organisasi-organi-
sasi penelitian dan advokasi, tentang masalah-masalah yang di-
pertaruhkan;

- dapat menyajikan padangan-pandangannya dalam status resmi
dan tepat waktu kepada pemerintah untuk menjamin bahwa
keprihatinan dan aspirasi rakyat tertampung.

Analisa tentang dampak

B> Pastikan bahwa kepada parlemen disajikan dan dapat mendiskusi-
kan analisa rinci tentang potensi dampak (baik jangka menengah

>
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maupun jangka panjang) dari suatu perjanjian politik, ekonomi, so-
sial, lingkungan atau lainnya.

Ratifikasi

B> Pastikan bahwa parlemen diminta pada waktunya untuk merati-
fikasi perjanjian;

B> Pastikan konsistensi antara perjanjian yang harus diratifikasi dan
hukum dalam negeri dengan mengubah ketentuan-ketentuan na-
sional atau, jika perlu dan mungkin, dengan membuat suatu re-
servasi atau klausul-klausul interpretatif tentang perjanjian interna-
sional itu.

Peninjauan reservasi dan klausul interpretatif

B> Pastikan bahwa validitas seterusnya dari reservasi-reservasi dan
klausul-klausul interpretatif yang dibuat oleh negara anda di-
tinjau sebagai satu bagian dari tinjauan periodik kebijakan ke-
amanan nasional.
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Bab 6

Peranan civil society dan media

Sektor keamanan makin menjadi luas dan kompleks. Ini merupakan tantangan
yang makin besar parlemen karena mereka seringkali kekurangan sumber-
sumber dan staf spesialis yang perlu untuk membantu mereka mengawasi
sektor keamanan dengan efisien. Sebagai akibatnya telah muncul banyak badan
untuk melaksanakan peranannya, meskipun parlemen tetap memegang tanggung
jawab untuk menuntut akuntabilitas pemerintah. Baik civil society maupun media
dapat menyumbang pada penelitian parlemen atas sektor keamanan dalam ke-
rangka yang dibentuk oleh parlemen.

Civil society

Istilah civil society mengacu pada organisasi-organisasi di antara lembaga-
lembaga negara di satu pihak dan kehidupan perorangan dan komunitas-ko-
munitas di lain pihak. la mencakup spektrum luas dari perserikatan-perserikatan
sukarela dan gerakan-gerakan sosial, yaitu suatu cakupan luas organisasi-or-
ganisasi dan kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan-kepentingan so-
sial yang berbeda dan jenis kegiatan. Alinea-alinea berikut akan melihat mengapa
civil society harus memainkan peranan dalam menjamin akuntabilitas sektor ke-
amanan, apa cakupan peranan ini, dan bagaimana civil society merupakan pe-
ngawasan parlementer.

Civil society dan demokrasi

Civil society penting bagi dan merupakan ekspresi dari proses demokratisasi
dan memainkan peranan yang kuat dan semakin besar dalam berfungsinya de-
mokrasi yang mapan. la secara aktif mengingatkan para pemimpin politik bah-
wa ada banyak tuntutan dan kepentingan yang saling bersaing yang harus
diperhitungkan ketika memutuskan pengeluaran publik dan kebijakan negara.
Ini menjelaskan civil society yang bersemangat merupakan suatu kebutuhan
mendasar dari demokrasi. la mempunyai potensi untuk memberi imbangan pada
kekuasaan negara, untuk melawan otoriterianisme dan, karena sifatnya yang
pluralistik, menjamin bahwa negara bukan suatu alat beberapa kepentingan
atau suatu golongan terpilih.
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Civil society dan sektor keamanan

Kelompok-kelompok dalam civil society seperti lembaga-lembaga akademis,
think tanks, LSM HAM dan LSM yang terfokus pada isu kebijakan, dapat secara
aktif berusaha mempengaruhi keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan
tentang sektor keamanan.

Pemerintah-pemerintah dapat mendorong partisipasi LSM dalam perdebatan
publik tentang keamanan nasional, angkatan bersenjata, polisi dan intelijen.
Pada gilirannya, perdebatan seperti itu lebih lanjut meningkatkan transparansi
pemerintah.

Peranan khusus dan masukan organisasi-organisasi non-pemerintah
dan lembaga-lembaga penelitian tentang sektor keamanan

Organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) umumnya organisasi-organisasi
swasta dan non-profit, yang bertujuan mewakili aspirasi sosial dan kepen-
tingan-kepentingan dalam topik-topik khusus. Tentang lembaga-lembaga pene-
litian, mereka ini bisa LSM yang independen dari pemerintah, atau sebaliknya
mempunyai kaitan dengan pemerintah, misalnya, melalui pendanaan negara.
LSM dan lembaga-lembaga penelitian dapat memperkuat pengawasan demo-
kratis dan parlementer atas sektor keamanan dengan:

v Menyebarkan analisa dan informasi yang independen tentang sektor ke-
amanan, masalah-masalah militer dan masalah-masalah pertahanan kepada
parlemen, media dan publik;

v" Memantau dan mendorong hormat pada hukum dan HAM dalam sektor ke-
amanan;

v' Memasukkan ke dalam agenda politik masalah-masalah keamanan yang
penting untuk masyarakat secara keseluruhan;

v Menyumbang pada kompetensi parlemen dan pengembangan kemampuan
dengan memberikan kursus-kursus pelatihan dan seminar-seminar;

v" Memberikan pandangan ahli alternatif tentang kebijakan keamanan pemerin-
tah, anggaran pertahanan, pilihan-pilihan pengadaan dan sumber-sum-
ber, memelihara perdebatan publik dan merumuskan kemungkinan pilihan-
pilihan kebijakan;

v" Memberikan masukan balik tentang keputusan-keputusan kebijakan ke-
amanan nasional dan cara pelaksanaannya;

v Mendidik publik dan memfasilitasi debat-debat alternatif dalam kalangan publik.

Intervensi oleh civil society di Amerika Latin secara sempurna menggambar-
kan ruang lingkup yang luas bagi peranan LSM dan pusat-pusat penelitian
dalam pengawasan sektor keamanan (lihat Boks No. 7).
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Boks No. 7

Civil society di Amerika Latin:
llustrasi praktis peranan dan pentingnya organisasi-organisasi
civil society

Banyak kelompok civil society di Amerika Latin dibentuk dalam pa-
ruh kedua tahun 1980-an dan 1990-an dengan tujuan memperbaiki
dialog antara orang-orang sipil dan militer ketika pemerintahan sipil
yang baru dipilih tengah berusaha merestrukturisasi angkatan ber-
senjata. Dialog-dialog ini membantu mencairkan isolasi angkatan ber-
senjata dan membuka proses pertukaran profesional antara civil so-
ciety, pejabat-pejabat yang telah dipilih dan komando tinggi militer.
Sejak waktu itu, kelompok-kelompok ini telah memainkan peranan
lebih besar, seringkali bekerja sebagai sumber-sumber keahlian sipil
dan bantuan teknik dalam masalah-masalah keamanan dan perta-
hanan dan memegang tanggung jawab lebih besar dalam meneliti
kebijakan-kebijakan militer dan anggaran.

Contoh-contoh

Satu contoh adalah kelompok Argentina Ser en 2000. Didirikan sesudah
usaha kudeta militer 1990, Ser en 2000 pada awalnya mulai sebagai
suatu peluang untuk diskusi antar wakil-wakil civil soviety, partai-partai
politik dan militer. Dialog-dialog ini meletakkan landasan yang penting
di mana Ser en 2000 memberi masukan sipil pada rancangan dan pe-
nulisan bagian-bagian kunci dari perundangan yang membentuk ke-
rangka kebijakan pertahanan berikutnya.

Begitu pula, di Republik Dominikan ahli-ahli sipil dalam bidang keaman-
an dan pertahanan yang menjadi bagian dari FLASCO telah bekerja
dengan militer untuk mengembangkan suatu rancangan perundang-
an untuk reformasi polisi, dan kemudian menasihati Eksekutif dan Kong-
gres ketika mempertimbangkan rancangan perundangan itu.

Banyak dari kelompok di Amerika Latin bekerja erat dengan komisi-
komisi pertahanan dan keamanan dari konggres nasional untuk mem-
perbaiki kemampuan manusia dan teknis dari badan-badan legislatif
mereka untuk mengawasi fungsi-fungsi militer.

Kelompok Peru Instituto de Estudios Politicos y Estrategicos (IDEPE) me-
latih anggota-anggota Konggres dan staf mereka dalam komite perta-
hanan Konggres tentang penganggaran dan administrasi militer.

FLASCO di Guatemala telah membantu konggres dalam analisa
dan pertimbangan beberapa hukum yang menyangkut militer, terma-
suk reformasi intelijen dan dinas militer.
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Kekurangan Keahlian Sipil

Keahlian sipil dalam bidang pertahanan dan keamanan masih kurang
di Amerika Latin. Kekurangan ahli-ahli sipil ini telah menghambat efek-
tivitas lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif yang dimaksudkan un-
tuk mengawasi militer. Tetapi dalam jangka pendek, organisasi-organi-
sasi civil society dapat membentuk mengisi kekosongan dengan mem-
bantu lembaga-lembaga negara dan melatih kader-kader warganegara
yang semakin luas.

Jaringan

Untuk maksud itu, Ser en 2000 baru-baru ini membentuk suatu ja-
ringan regional dari think tanks dan organisasi-organisasi non-peme-
rintah yang mengabdi pada keamanan dan pertahanan. Jaringan RES-
DAL (www.ser2000.org.ar) telah membuat database bahan-bahan
dan perundangan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan
dan menawarkan program-program untuk orang-orang sipil untuk
melakukan penelitian dan mengunjungi organisasi itu.

Sumber: Chris Sabatini, National Endowment for Democracy,
Washington DC, 2002.

Media

Media independen biasanya membantu publik dan wakil-wakil politik mereka
dalam tugas pengambilan keputusan yang informed. Mereka membantu meng-
awasi gerak ketiga cabang negara dan mungkin mempengaruhi isi dan kualitas
masalah-masalah yang dikemukakan dalam debat publik, yang pada giliran-
nya mempengaruhi pemerintah, dunia usaha, akademia, dan civil society. Sebab
itu media yang bebas adalah unsur kunci dalam demokrasi. Boks No. 8 menye-
but masalah-masalah besar yang dapat dihadapi oleh wartawan-wartawan
yang mencoba mengritik pemerintah mereka. Jaminan keamanan wartawan
adalah suatu sine qua non bagi kebebasan pers.

Boks No. 8

Jenis peperangan baru: waktu sulit bagi kebebasan pers

"Hampir sepertiga penduduk dunia masih hidup di negara-negara di
mana kebebasan pers tidak diizinkan. (...) Kita juga harus membe-
dakan antara mereka terbunuh di daerah-daerah perang yang tidak
dipilih karena wartawan dan mereka yang sengaja dibunuh karena
penyelidikan dan artikel-artikel mereka tentang hal-hal yang peka
dan karena telah mengecam tingkah laku sembarangan, penggelapan
uang, ketidakadilan, kejahatan dan pemerasan. Jenis-jenis perang

>
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baru, tidak antara angkatan perang tetap, tetapi antara kepenting-
an-kepentingan suku, ideologi, keagamaan atau semata-mata kriminal,
telah membuat pelaporan semakin berbahaya. Tetapi kematian atau
luka wartawan dalam konflik-konflik ini tidak selalu semata-mata
kebetulan. Seringkali mereka yang berperang, bahkan dari angkatan
perang tetap, sengaja menjadikan sasaran saksi-saksi perbuatan mereka.”

Sumber: Annual report 2002, Reporters Without Borders

Di negara-negara di mana media tidak independen dari lembaga-lembaga
pemerintah, mungkin sekali media diperlakukan kejam untuk maksud-maksud
propaganda oleh para penguasa. Dalam kasus-kasus seperti itu, tentu saja
media tidak dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan demokratis
atas sektor keamanan.

Dengan kehadiran internet, potensi untuk akses publik pada informasi resmi
besar. Telah ada kecenderungan umum dalam dasawarsa terakhir ini ke arah
transparansi, akuntabilitas publik dan akses ke informasi resmi. Kecenderungan
ini perlu didorong, karena hal itu menunjang pencerahan kewarganegaraan,
kualitas lebih tinggi dari debat publik tentang masalah-masalah penting dan
pada akhirnya kepemerintahan yang lebih baik. Internet juga mempunyai ke-
munduran bahwa ia dapat dipergunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis
untuk menyebarkan, misalnya, rasisme dan anti-Semitisme. Dalam beberapa
konflik akhir-akhir ini, selain media berita, seperti stasion-stasion radio, telah
menyediakan mimbar untuk kelompok-kelompok ekstremis dan membantu
menciptakansuatu iklim kebencian di antara golongan-golongan berbeda da-
lam masyarakat.

Mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang
masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan

Dari perspektif demokrasi dan good governance, media mempunyai hak untuk
mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang masalah-masalah keaman-
an yang menjadi kepentingan publik dan mempunyai tanggung jawab yang
sesuai untuk memberikan berita yang memenuhi ukuran kebenaran, akurasi
dan keadilan.

Sebab itu media dapat membantu pemerintah dan parlemen untuk menjelas-
kan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka kepada warga-
negara, yang mempunyai hak untuk diberi informasi dan untuk ikut serta de-
ngan pengetahuan dalam proses politik. Misalnya, media dapat menunjang hak
publik untuk mengetahui dengan menyebarkan informasi tentang mereka yang
menduduki jabatan publik dalam bidang keamanan, jenis keputusan yang di-
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buat, penggelaran pasukan di luar negeri, doktrin militer, pengadaan dan per-
janjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan lain yang menjadi landasannya,
pelaku-pelaku yang terlibat, tantangan-tantangan terhadap keamanan di masa
depan dan perdebatan yang relevan. Tetapi mereka juga dapat terbuka ter-
hadap sensor yang dikenakan atau dikenakan sendiri manakala informasi yang
konfidensial terlibat.

Perundangan tentang media dan masalah-masalah
yang berkaitan dengan keamanan

Semua negara mempunyai perundangan yang menyangkut masalah kebe-
basan pers. Prinsip ini terkandung dalam Pasal 19 Deklarasi Universal tentang
HAM yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang mempunyai hak akan kebebasan untuk membentuk
dan menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan membentuk
pendapat tanpa campurtangan dan untuk mencari, menerima
dan menyampaikan informasi dan pikiran melalui media dan
tanpa batas.”

Sementara tidak ada pedoman yang disepakati secara internasional tentang
bagaimana kebebasan seperti itu dicapai dan dilindungi, dapat dicatat bah-
wa asas internasional di atas itu dinyatakan dalam pengertian yang tak ter-
batas, tanpa acuan apa pun pada kemungkinan batasan-batasan umum yang
berkaitan dengan masalah-masalah keamanan.

Boks No. 9

Kebebasan pers setelah 11 September 2001

Hari Internasional untuk Kebebasan Pers dirayakan setiap tahun pa-
da tanggal 3 Mei. Fokus Hari Internasional tahun 2002 adalah kemung-
kinan dampak pada kebebasan pers tindakan-tindakan yang mungkin
telah diambil oleh negara-negara untuk memperkuat keamanan nasio-
nal dan internasional setelah serangan teroris 11 September 2001.

"Jelas terdapat ketegangan antara pelaksanaan kebebasan-kebebasan
mendasar dan kebutuhan akan keamanan lebih besar menghadapi te-
rorisme, tetapi seluruh tujuan dari setiap kampanye anti-teroris harus-
lah keamanan kebebasan-kebebasan kita,” kata Mr. Koichiro Matsuura,
Direktur Jendral UNESCO.

Sumber: The World of Parliaments, Issue No. 6, May 2002, IPU.
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Parlemen berkomunikasi dengan publik
tentang masalah-masalah keamanan

Pengawasan demokratis hanya dapat efektif, sebagai prinsip good govern-
ance, jika publik sadar akan masalah-masalah penting yang terbuka terhadap
perdebatan pada tingkat parlemen.

Efektivitas komunikasi publik tentang masalah-masalah keamanan tergantung
pada kekayaan dan akurasi informasi yang dikeluarkan kepada publik baik
olehpemerintah maupun parlemen, dengan tingkat dan kualitas yang di-
perlukan, agar mereka dapat memahami baik situasi yang ada maupun hasil
proses pembuatan keputusan di parlemen.

Membuat dokumentasi terbuka untuk publik

Satu cara yang efektif untuk parlemen untuk menjamin informasi publik ada-
lah, dalam kerjasama dengan pemerintah ataupun sendirian, untuk membuatnya
terbuka pada publik, dalam bentuk dokumen dan/atau melalui website-nya,
berbagai informasi dan dokumen tentang masalah-masalah yang berkaitan
dengan keamanan.

Boks No. 10

Website parlemen

Sejak bulan Mei 2002, 244 majelis parlemen ada di 180 negara (64
parlemen adalah bikameral). IPU sadar akan adanya 165 Website
parlemen di 128 negara (masing-masing majelis dalam beberapa par-
lemen bikameral mempunyai Website yang terpisah). Pedoman untuk
isi dan struktur Website yang dipakai oleh Dewan IPU dalam bulan
Mei 2000 terbuka di Website IPU: http://www.ipu.org

Contoh-contoh informasi tentang masalah-masalah sektor keamanan yang
dapat terbuka untuk publik, sebaiknya dalam versi yang bersahabat bagi
publik:

v Dokumen-dokumen yang mempunyai arti strategis, seperti kebijakan keamanan
nasional;

v Anggaran belanja pertahanan (tidak termasuk dana-dana rahasia);
Press release mengenai semua perdebatan penting, keputusan-keputusan,
mosi-mosi, hukum-hukum, dan sebagainya di parlemen tentang sektor ke-
amanan;

v’ Notulen semua persidangan dan perdebatan (komisi) parlemen tentang
masalah-masalah keamanan (kecuali sidang-sidang tertutup); ini semua ha-
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rus mencakup ruang-lingkup dan kerangka acuan hearings tertutup seperti
itu;

v’ Publikasi yang berkaitan dengan penelitian parlemen tentang masalah-
masalah keamanan;

v Laporan tahunan parlemen atau tinjauan tentang berfungsinya semua dinas
keamanan;

v Laporan-laporan ombudsman atau auditor jendral tentang sektor ke-

amanan; ombudsman mungkin tidak diperbolehkan mengemukakan laporan-
laporan penyelidikan khusus, tetapi akan diminta menyerahkannya kepada
pansus (select committees); pemerintah harus mengemukakan setiap tindakan
yang diambil atas ombudsman atau laporan auditor kepada parlemen;
Perjanjian-perjanjian multilateral dan bilateral;
Informasi tentang bagaimana anggota parlemen secara perorangan atau
fraksi-fraksi politik di parlemen memberikan suaranya pada masalah-masalah
keamanan (seperti anggaran, bergabung dalam aliansi-aliansi internasional,
masalah-masalah konskripsi dan pengadaan (procurement);

v Perundangan tentang kebebasan mendapatkan informasi.

Memfasilitasi keterlibatan publik dalam kerja parlemen

Informasi satu-arah (dari parlemen atau pemerintah kepada publik) tidak cu-
kup. Parlemen harus memberi kepada publik kemungkinan komunikasi dengan
mereka tentang masalah-masalah keamanan. Komunikasi dua-arah atau dialog
penting karena hal itu:

v Menjamin partisipasi dan pengawasan permanen oleh pihak warganegara;

v" Menambah kepercayaan publik pada berfungsinya parlemen;

v" Memberikan kemungkinan pemeriksaan atas adiministrasi yang buruk (misal-
nya melalui ombudsman parlemen);

4 Menjamin dukungan publik dan legitimasi bagi perundang-undangan dan kebi-
jakan-kebijakan pemerintah, dan dengan demikian stabilitas demokrasi.

Komunikasi dua-arah dapat ditingkatkan dengan informasi parlemen, dengar
pendapat dan pemantauan atas kantor-kantor berita, diskusi panel TV dan be-
rita-berita yang diperlukan untuk anggota-anggota komisi, yang dipersiapkan
oleh dinas penelitian parlemen, dan sebagainya.

Boks 11

Parlemen dan Media

”11. Dewan mengundang parlemen-parlemen nasional untuk segera
mempertimbangkan langkah-langkah yang ditujukan untuk:

>
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i. Menjamin keterbukaan yang lebih luas kerja parlemen, termasuk
rapat-rapat komisi, dan untuk mempertimbangkan masalah ini bukan
hanya sebagai masalah kebijakan komunikasi, tetapi juga sebagai suatu
prioritas politik yang penting dengan implikasi langsung bagi berfungsi-
nya demokrasi;

ii. Mempergunakan dengan lebih baik metode komunikasi klasik dan
khususnya teknologi informasi baru:

a. dengan menyediakan kondisi kerja sebaik mungkin bagi media
dan terutama untuk para koresponden parlemen;
b. dengan menjamin penyebaran komunikasi dengan cepat tentang

perdebatan-perdebatan, antara lain dengan menerbitkan notu-
len dan laporan-laporan verbatim tentang jalannya perdebatan;

C. dengan menciptakan pelayanan on-line untuk komunikasi elek-
tronik langsung dengan publik dan wartawan-wartawan;
d. dengan menyediakan akses sepenuhnya pada dokumen-doku-

men parlemen, sehingga perdebatan terbuka dapat didorong
sebelum pemungutan suara tentang suatu rancangan undang-

undang;
iii. Memanfaatkan nasihat para ahli komunikasi;
iv. Membuat naskah-naskah hukum yang lebih terbuka untuk pem-
baca non-spesialis;
V. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menempat-

kan diri lebih dalam fokus untuk perdebatan publik, misalnya untuk
mengidentifikasi bagian-bagian di mana prosedurnya dapat diperlancar
agar dapat mempercepat pengambilan keputusan;

Vi. Dalam pelayanan informasi dan komunikasi mendorong dikum-
pulkannya bendel-bendel informasi yang menyajikan hukum-hukum
dan menggambarkan ciri-ciri khusus untuk kalangan wartawan dan
orang-orang profesional yang sangat berkepentingan.

Vii. Mengorganisir seminar-seminar untuk wartawan tentang kerja
parlemen untuk lebih memperkenalkan mereka dengan prosedur legislatif
dan tata kerja parlemen dan menambah pengetahuan mereka tentang
hubungan antara parlemen dan lembaga-lembaga internasional. Warta-
wan dari koran-koran dan majalah-majalah lokal dan regional mendapat
perhatian khusus.

viii.  Membentuk jaringan-jaringan komunikasi di internet, yang me-
mungkinkan warganegara berkomunikasi secara interaktif dengan ang-
gota-anggota parlemen maupun dinas-lembaga-lembaga informasi.

ix. Mengembangkan cara untuk mendorong terciptanya saluran-
saluran TV independen yang diabdikan pada kerja parlemen, seperti hal-
nya di beberapa negara Eropa, Amerika Serikat dan di Canada;

X. Secara fiskal atau cara-cara lain, membantu media itu yang be-
rusaha menyajikan berita-berita yang berkualitas tinggi atas dasar;
yang sepenuhnya independen dan yang terancam eksistensinya oleh
kekuatan-kekuatan pasar.”

Sumber: Resolution 1142 (1997) Dewan Parlemen di Eropa
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Partisipasi publik penting bagi stabilitas demokratis suatu sistem dalam jang-
ka panjang. Tingkat partisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang
lain. Beberapa parlemen mengizinkan publik menghadiri rapat-rapat komisi.
Ini bisa penting sekali bagi kegiatan-kegiatan LSM atau bagi perorangan
yang berminat dalam proses pembuatan hukum. Bahkan kalaupun partisipasi
seperti itu tidak memberi pada orang-orang yang menghadiri rapat-rapat ko-
misi hak untuk campur tangan, kehadiran mereka itu sendiri sudah berharga.

Apa yang dapat anda lakukan sebagai
anggota parlemen

Masukan pada kebijakan keamanan oleh sektor-sektor non-
institusional

D> Pastikan bahwa mekanisme-mekanisme ada pada tempatnya agar
parlemen dapat mengambil manfaat dari masukan-masukan dari
wakil-wakil masyarakat dalam kerjanya mengenai masalah-ma-
salah keamanan dan yang berkaitan dengan keamanan.

> Untuk maksud itu, jika perlu, usahakan agar penetapan perundang-
undangan yang memungkinkan lembaga-lembaga yang kompeten,
LSM dan media menyumbangkan pada kerja komisi(-komisi) par-
lemen yang kompeten berbicara tentang masalah-masalah ke-
amanan dan yang berkaitan dengan keamanan.

Kesadaran publik

B> Pastikan bahwa parlemen mempunyai kebijakan humas yang
aktif tentang keputusan-keputusannya yang menyangkut keamanan
dan proses pengambilan keputusannya dalam bidang itu.

Kaitan antara keamanan dan kebebasan pers

B> Pastikan bahwa kebebasan pers dipegang teguh dalam hukum
dan dalam praktek berkenaan dengan masalah-masalah keamanan
dan bahwa setiap pembatasan tidak melanggar prinsip-prinsip hak
asasi internasional.

B> Pastikan adanya perundangan tepat tentang kebebasan informasi.
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Bab 7

Perspektif gender dalam
kebijakan keamanan

Persamaan gender secara relatif merupakan minat baru. Itu sekarang di-
anggap sebagai suatu parameter yang penting dalam hubungannya dengan
masalah keamanan juga, bukan hanya karena sebagian besar dari mereka
terimbas oleh konflik bersenjata, termasuk para pengungsi dan orang-orang
yang terlantar, adalah perempuan dan anak-anak, tetapi juga karena perem-
puan — yang merupakan lebih dari separoh penduduk dunia — mempunyai hak
yang sama dengan laki-laki dan banyak menyumbang pada penyelesaian ma-
salah-masalah keamanan. Memanfaatkan bakat-bakat dan pengertian perem-
puan akan menuju jawaban-jawaban pada tantangan-tantangan keamanan
yang lebih terpusatkan pada rakyat dan konsisten dengan pendekatan ke-
amanan yang manusiawi dan oleh sebab itu lebih langgeng. Karena itu, bila
bertujuan pada persamaan gender dalam kebijakan keamanan, sangat
penting mendekati tujuan ini dari dua sudut yang berbeda. Pertama, kebijakan
keamanan harus dipusatkan pada dan membicarakan masalah-masalah yang
peka terhadap gender. Kemungkinan-kemungkinan penyelesaian harus disa-
jikan dan struktur-struktur diperkenalkan untuk menjamin rasa hormat pada
hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan. Kedua, adalah penting
untuk mendorong partisipasi perempuan pada semua tingkatan pengambilan
keputusan dan dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kebijakan ke-
amanan.

Perempuan dan resolusi konflik

Resolusi konflik, peacekeeping dan peace-building tidak hanya menyangkut
mereka yang berpartisipasi langsung dalam perang atau konflik bersen-
jata yang kebanyakan adalah laki-laki. Meskipun begitu, kehadiran perem-
puan pada meja perundingan perdamaian selalu dan akan terus marginal,
bahkan ketika selama perang atau konflik bersenjata, mereka harus melebihi
peran tradisional mereka dan mengambil tanggung jawab yang biasanya di-
pikul oleh laki-laki. Tetapi sekarang semakin diakui bahwa perempuan me-
nyumbangkan keahlian-keahlian, perspektif dan pengertian yang penting.
Dalam prakteknya, keterlibatan langsung perempuan dalam proses pengambilan
keputusan, dalam resolusi konflik dan kegiatan-kegiatan yang mendukung per-
damaian, mengharuskan suatu perubahan visi tradisional tentang peranan laki-
laki dan perempuan masing-masing dalam masyarakat dan dalam situasi konflik.
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Boks No. 12

Gender dalam proses perdamaian

"Setiap proses perdamaian yang mengabaikan keperluan-keperluan
dan peranan-peranan perempuan tidak wajar, dan oleh sebab itu pada
hakikatnya tidak stabil.” ... “Selama transisi paska-konflik, pemberda-
yaan perempuan penting bagi pelaksanaan kembali pembangunan so-
sial dan ekonomi. Seperti laki-laki, perempuan adalah korban maupun
pelaku dalam peperangan dan konflik bersenjata, tetapi biasanya dalam
cara dan bidang-bidang yang berbeda. Selama perang, perempuan
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan baru dan seringkali mengambil
tanggung jawab lebih. Kendati perubahan-perubahan ini, perempuan
seringkali terpinggirkan dalam peace-building paska konflik, baik da-
lam masyarakat yang timbul dari konflik maupun dalam perumusan
dan implementasi strategi peace-building oleh operasi perdamaian in-
ternasional.”

Gendering Human Security: From Marginalisation to the Integration of Women in
Peace-Building, 2001, Norwegian Institute of Internasional Affairs

Boks 13 berisi kutipan-kutipan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000),
yang menggarisbawahi nilai dari pergantian dari suatu visi tentang perempuan
semata-mata sebagai korban konflik (termasuk kekerasan dan perkosaan
sebagai suatu alat peperangan) ke suatu visi tentang perempuan sebagai pe-
laku dalam resolusi konflik, peace-building, dan peacekeeping sejajar dengan
laki-laki. Pergantian seperti itu melihat kegiatan-kegiatan dan peranan-pe-
ranan perempuan maupun laki-laki sebelum, selama dan sesudah suatu pe-
perangan atau konflik bersenjata. Ini berarti bahwa persamaan gender dan
masalah-masalah gender mempunyai tempat pada tahap awal penentuan ke-
bijakan, nasional maupun internasional, dan dalam perundang-undangan
yang berkaitan.

Boks No. 13

Suatu perspektif gender dalam operasi dan proses
perdamaian

Dewan Keamanan (...)
“7 Mendesak Negara-negara Anggota menambah bantuan keuangan,

teknis dan logistik sukarela mereka untuk mendukung usaha-
usaha latihan peka-gender, termasuk usaha-usaha yang dilakukan

>
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dengan dana dan program-program yang relevan, antara lain.
Dana PBB untuk Perempuan dan Dana PBB untuk Anak-Anak,
dan oleh Kantor United Nations High Commissioner for Refugees
dan badan-badan lain yang relevan;

8. Berseru kepada semua pelaku yang terlibat, ketika mensosialisasi-
kan dan melaksanakan persetujuan-persetujuan perdamaian, un-
tuk menggunakan perspektif gender, termasuk, a.l.: (a) kebutuh-
an-kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak perempuan se-
lama repatriasi dan transmigrasi dan untuk rehabilitasi, reintegrasi
dan rekonstruksi paska-konflik; (b) Langkah-langkah yang men-
jamin perlindungan dan hormat atas hak-hak asasi perempuan dan
anak-anak perempuan, khususnya sepanjang hal itu berkaitan de-
ngan konstitusi, sistem pemilihan, kepolisian dan kehakiman (...)

15. Menyatakan kesediaannya untuk menjamin bahwa misi Dewan
Keamanan memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan gen-
der dan hak-hak perempuan, termasuk melalui konsultasi dengan
kelompok-kelompok perempuan lokal dan internasional; (...)"

Kutipan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000)
yang diputuskan tanggal 31 Oktober 2000

Sesuai dengan Resolusi 1325, Sekjen PBB menyerahkan laporan tetang "Pe-
rempuan, Perdamaian dan Keamanan” (16 Oktober 2002). Laporan itu me-
nyangkut dampak konflik bersenjata atas perempuan-perempuan dan anak-
anak perempuan, kerangka hukum internasional, keterlibatan perempuan dalam
proses-proses perdamaian, peacekeeping operations, rekonstruksi dan reha-
bilitasi maupun dalam perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi. Bebe-
rapa persyaratannya diintegrasikan dalam rekomendasi pada akhir bab ini.

Perempuan dalam komisi-komisi parlemen
untuk pertahanan

Survei sedunia berturut-turut oleh IPU tentang perempuan dalam politik se-
lama 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa perempuan umumnya masih absen
dari, atau kurang terwakili komisi-komisi parlemen untuk pertahanan. Tak ada
gunanya dikatakan bahwa mereka jarang menduduki fungsi pejabat yang me-
mimpin atau mewakilinya atau rapporteur dalam komisi-komisi seperti itu.
Suatu survey IPU tahun 1997 (Laki-laki dan Perempuan dalam Politik: Demokrasi
Masih dalam Pengembangan) menunjukkan bahwa dari 97 parlemen yang me-
nyediakan data tentang perempuan dalam komisi-komisi parlemen, hanya
3% mempunyai seorang perempuan memimpin komisi pertahanan mereka.
Umumnya, perempuan hanya mewakili 18,6% dari pemimpin dari semua ko-
misi parlemen. Keadaan ini bisa dijelaskan oleh dua faktor. Pertama, masih sa-
ngat sedikit anggota parlemen perempuan di seluruh dunia (14,3% dalam bu-
lan Mei 2002). Kedua, pandangan bahwa perang dan damai dan masalah-
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masalah keamanan umumnya lebih merupakan urusan laki-laki daripada pe-
rempuan masih tertanam mendalam dalam mentalitas di seluruh dunia. Pan-
dangan ini problematik karena sementara peperangan hampir pasti mem-
pengaruhi seluruh penduduk suatu negara, seringkali perempuan bahkan lebih
menjadi korban daripada laki-laki.

Perempuan bersenjata

Pada tingkat dinas adminisratif, logistik dan bantuan, keterlibatan perempuan da-
lam angkatan bersenjata adalah lazim dan tradisional di sebagian besar ne-
gara. Kehadiran perempuan dalam posisi dukungan secara relatif penting
bukan saja dalam waktu damai tetapi juga dan seringkali bahkan dalam konteks
perang atau konflik bersenjata. Sebaliknya, pada tingkat pasukan dan operasio-
nal keterlibatan seperti itu merupakan suatu fenomena yang masih baru. Pada
suatu tingkat internasional dan komparatif, terdapat sedikit data tentang perem-
puan dalam militer. Boks No. 14 di bawah ini memberi contoh partisipasi perem-
puan dalam militer di negara-negara anggota NATO.

Boks No. 14

Kekuatan personalia pasukan militer perempuan:
contoh negara-negara NATO

Negara Jumlah % dari seluruh pasukan
Belgia 3,202 7,6%
Kanada 6,558 11,4%
Republik Czech 1,991 3,7%
Denmark 863 5,0%
Perancis 27,516 8,5%
Jerman 5,263 2,8%
Yunani 6,155 3,8%
Hongaria 3,017 9,6%
Italia 438 0,1%
Luxembourg 47 0,6%
Belanda 4,170 8.0%
Norwegia 1,152 3,2%
Polandia 277 0,1%
Portugal 2.875 6,6%
Spanyol 6,642 5,8%
Turki 917 0,1%
Inggris 16,623 8,1%
AS 198,452 14,0%

Sumber: NATO Review Summer 2001
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Umumnya aman untuk mengatakan bahwa keterlibatan perempuan sebagai
wajib militer dan/atau dalam satuan militer profesional dapat didorong oleh
pimpinan politik atau akibat dari perkembangan dalam sektor keamanan sendiri.
Hal itu nampak berhubungan dengan dua fenomena, yang mungkin terjadi se-
cara terpisah.

v’ Suatu keperluan yang dirasakan untuk memobilisasi seluruh penduduk
untuk melindungi dan meningkatkan keamanan nasional;

v’ Modernisasi angkatan bersenjata yang, seperti cabang kegiatan lain mana
pun, terbuka pada pembangunan sosial dan dengan demikian menjadi
makin peka terhadap konsep tentang persamaan gender.

Boks No. 15

Keterlibatan perempuan dalam kebijakan keamanan
sebagai bagian dari penyamarataan gender

Kebijakan keamanan pemerintah dapat dinilai dari sudut penyamara-
taan gender. Pada UN World Conference on Women ke-4 di Beijing,
PBB menetapkan penyamarataan gender sebagai suatu strategi gobal
untuk mempromosikan persamaan gender. PBB (ECOSOC) mendefinisi-
kan penyamaan gender (gender mainstreaming) sebagai ”... proses pe-
nilaian implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari aksi yang teren-
canakan, termasuk perundang-undangan, kebijakan atau program, di
semua bidang dan pada semua tingkatan. Itu merupakan strategi untuk
membuat keprihatinan dan pengalaman perempuan maupun laki-
laki suatu dimensi integral dari perencanaan, implementasi, peman-
tauan dan penilaian kebijakan-kebijakan dan program-program di se-
mua bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan sehingga perem-
puan dan laki-laki mengambil manfaat secara sama dan ketidaksamaan
tidak diabadikan. Tujuan akhir adalah mencapai persamaan gender.

Sumber: UN ECOSOC Agreed Conclusions 1997/2

Keterlibatan perempuan yang makin meningkat dalam angkatan bersenjata
pada gilirannya dapat menyumbang pada pergantian dari pertahanan tradi-
sional ke keamanan manusia: titik berat semakin diletakkan pada penelitian,
teknologi informasi (termasuk dalam perbankan) dan kerja intelijen disamping,
dan seringkali sebagai ganti, metode dan operasi yang memerlukan kekuatan
dan latihan fisik. Kecenderungan ini memberikan kesempatan baru pada pe-
rempuan, terutama di negara-negara di mana laki-laki dan perempuan mem-
punyai akses sama pada pendidikan dan latihan.
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Boks No. 16

Dimensi dan tantangan-tantangan baru yang timbul
karena dimasukkannya perempuan ke dalam sektor
keamanan

Bertambahnya keterlibatan perempuan dalam sektor keamanan, dan
lebih khusus lagi dalam militer dan polisi, menimbulkan pertanyaan
apakah pelatihan (terutama latihan fisik) dan disiplin harus sama bagi
laki-laki dan perempuan.

Hal itu juga memerlukan peraturan tentang dimensi seksualitas yang
hingga sekarang dengan keras di luar militer, organisasi-organisasi
negara lain yang dimiliterisir atau polisi; kebutuhan dan kepentingan
khusus pasangan-pasangan yang kawin dan tidak kawin di dalam sa-
tuan-satuan yang sama atau berbeda harus diperhitungkan begitu pula
masalah-masalah lain yang berkaitan dengan keibuan dan kebapakan.

Perlu dipertimbangakan lebih lanjut masalah pakaian dan daya tarik
estetis dan bahkan seksual: haruskah pakaian seragam sama bagi laki-
laki dan perempuan? Haruskah seragam itu mempunyai gaya jantan
dalam segala situasi?

Masalah-masalah itu memerlukan pemikiran baru. Perundang-un-
dangan nasional, begitu pula militer, organisasi-organisasi negara
yang dimiliterisir dan peraturan polisi, harus dikembangkan dan dise-
suaikan dengan kenyataan-kenyataan moderen ini.

Perempuan dalam peacekeeping operations
dan departemen pertahanan

Seperti dapat dilihat dari data yang disajikan oleh NATO dalam Review-nya
pada musim panas 2001, jumlah personalia perempuan yang terlibat dalam
peacekeeping operations sejak akhir Perang Dunia Il tetap sedikit. Hanya
beberapa negara — Kanada, Hongaria, Perancis, Belanda dan Portugal -
telah melibatkan perempuan lebih dari 5% di antara personalia peacekeeping.
Tetapi pengalaman PBB menunjukkan bahwa pengaruh mereka sangat diterima
oleh penduduk yang bersangkutan dan mempunyai pengaruh positif atas hasil
operasi: misalnya, perhatian lebih besar diberikan pada masalah-masalah
gender dan kekerasan.

Pengangkatan seorang perempuan sebagai seorang menteri atau bahkan
wakil menteri pertahanan masih jarang. Suatu survey dunia oleh IPU menun-
jukkan bahwa dalam bulan Maret 2000, perempuan mewakili hanya 1,3% dari
semua menteri yang bertanggung jawab atas masalah-masalah pertahanan/ke-
amanan dan 3,9% dari semua wakil menteri dan pejabat-pejabat kementerian
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yang lain, termasuk sekretaris parlemen, di daerah itu (lihat peta dunia yang di-
keluarkan bersama oleh IPU dan PBB, yang berjudul Women in Politics: 2000).

Apa yang dapat anda Lakukan sebagai
anggota parlemen

Data

> Minta data statistik tentang proporsi perempuan dalam setiap ca-
bang militer, organisasi-organisasi negara yang dimiliterisir, polisi
dan dinas-dinas intelijen, maupun dalam pusat-pusat latihan me-
reka masing-masing. Di samping itu, minta data tentang proporsi
perempuan dalam posisi-posisi tinggi dan menentukan keputusan,
dan tentang keterlibatan perempuan di antara delegasi negara
Anda ke PBB, NATO atau badan-badan internasional lain yang
membicarakan masalah-masalah keamanan.

Gender dan resolusi konflik dan rekonstruksi *)

B> Sejauh mungkin, pastikan bahwa tim negosiasi berimbang dalam
hal gender;

B> Pastikan bahwa perjanjian-perjanjian perdamaian secara sistema-
tis dan eksplisit membicarakan konsekuensi konflik bersenjata
bagi perempuan, sumbangan mereka pada proses perdamaian
dan keperluan-keperluan dan prioritas-prioritas mereka dalam
konteks paska-konflik;

D> Pastikan bahwa pengetahuan, pengalaman dan sumber-sumber
kemampuan yang dikembangkan oleh perempuan selama kon-
flik dimanfaatkan dalam konteks rekonstruksi.

Gender dan misi perdamaian*)

B> Anjurkan partisipasi perempuan dalam misi-misi perdamaian dan
dalam reskonstruksi pasca-konflik;

B> Pastikan - mungkin melalui perundangan - bahwa peacekeepers
dan personalia internasional lainnya terlatih dalam kepekaan bu-
daya maupun kepekaan gender;

D> Pantau hukuman atas peacekeepers dan personalia internasional
lainnya yang melanggar hak asasi perempuan.

Pemerintah

B> Pastikan bahwa tingkat tanggung jawab yang ditanggung perem-
puan dan laki-laki di departemen pertahanan selama, misalnya,

>
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sepuluh tahun terakhir berimbang. Buktikan apakah kesempatan
bagi perempuan untuk naik ke tanggung jawab tinggi dalam peng-

ambilan keputusan sama dalam hukum dan dalam praktek dengan
laki-laki.

Parlemen

B> Buktikan komposisi — secara historis dan/atau yang ada sekarang -
komisi pertahanan atau keamanan dalam parlemen dan tingkat
tanggung jawab yang dilaksanakan perempuan di dalamnya;

> Diperiksa lebih lanjut apakah komisi itu memberi perhatian pada
masalah-masalah gender dan, jika perlu, mendesakkan peningkatan
perimbangan gender dan kepekaan gender.

*) Rekomendasi yang berasal dari the Report of the UN Secretary-General
on Women, Peace and Security, October 16, 2002.
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Bagian Il

Unsur-unsur operasional utama
sektor keamanan

1 Meskipun the military-industrial complex merupakan masalah penting untuk memahami
sektor keamanan, hal itu tidak akan dibicarakan di sini terutama karena dia bukan
salah satu dari dinas keamanan negara.
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Bab 8

Militer

Cabang militer telah ada sepanjang sejarah dan dipandang secara luas se-
bagai tameng dan pedang negara. Boks No. 17 menunjukkan bahwa pada
pertengahan tahun 2002 hanya sedikit negara di dunia yang tidak mem-
punyai cabang militer.

Boks No. 17

Negara tanpa militer

Beberapa negara tidak mempunyai angkatan bersenjata. Mereka ini
adalah negara-negara kecil di Lautan Selatan seperti Nauru, Mal-
dives, Kiribati, Samoa, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Palau dan Va-
nuatu; dan di Caribbean: Saint Vincent dan the Grenadines, St. Kitts
dan Nevis, St. Lucia, Dominica, Grenada. Negara-negara lain tanpa
angkatan bersenjata adalah Costa Rica, Iceland, Mauritius, Panama,
Timor Timur, Somalia (yang berada dalam proses membentuk
angkatan darat), Andorra, San Marino, dan Haiti. Kebanyakan negara
ini mempunyai satuan-satuan paramiliter (misalnya garda nasional
dan penjaga pantai)

Fungsi militer

Perkembangan keamanan sejak akhir Perang Dingin sangat mempengaruhi
militer seluruh dunia. Militer diberi tugas-tugas baru, selain diharapkan me-
ngerjakan tugas-tugas inti dengan cara lain. Kini sudah biasa bagi militer se-
luruh dunia untuk terlibat dalam kelima fungsi sebagai berikut:

v Melindungi kemerdekaan negara, kedaulatan dan keutuhan teritorial, atau
lebih luas lagi, para warganegaranya;

v’ International peacekeeping atau peace enforcement missions,
v Pertolongan musibah;

v Tugas-tugas keamanan dalam negeri (bantuan bagi penguasa pelaksanaan
hukum orang-orang sipil untuk menjaga ketertiban dalam kasus-kasus is-
timewa manakala ketertiban terganggu);

4 Partisipasi dalam nation-building (fungsi sosial).
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Seberapa jauh militer melaksanakan fungsi-fungsi ini berbeda dari satu negara
ke negara yang lain, tergantung pada kerangka hukum nasional dan pada per-
sepsi tentang situasi keamanan yang dihadapi.

Melindungi kedaulatan dan masyarakat

Kendati berlangsung perkembangan-perkembangan keamanan yang baru,
tugas tradisional masih tetap merupakan tugas yang paling penting bagi militer,
yaitu mempertahankan negara sendiri atau negara-negara sekutu terhadap
serangan militer asing. Tugas ini meliputi tidak hanya perlindungan wilayah
negara dan kedaulatan politiknya, tetapi juga melindungi masyarakat umumnya.

Sejak akhir Perang Dingin, para pemimpin politik dan militer telah makin me-
nyadari bahwa kedaulatan nasional terancam tidak saja oleh militer asing, tetapi
juga ancaman-ancaman baru non-militer seperti terorisme, perang saudara, ke-
jahatan terorganisir, cyber-attacks, dan korupsi (lihat Boks No. 1). Hampir se-
mua angkatan bersenjata kini berada dalam proses reformasi pertahanan. Boks
No. 18 menggambarkan ketiga proses reformasi utama.

Boks No. 18

Reformasi pertahanan: untuk maksud apa?

Sejak 1990, sebagian besar militer telah mengalami reformasi secara
drastis. Reformasi itu terjadi karena sebab-sebab yang berbeda di
negara-negara berbeda. Secara sederhana, tujuan reformasi dapat
dibedakan.

> Demokratisasi

Di kebanyakan negara pasca-komunis, paska-diktatorial dan paska-

konflik tujuan reformasi pertahanan adalah demokratisasi:

® Membuat militer bertanggung jawab kepada pimpinan politik yang
dipilih secara demokratis, karena kalau tidak militer merupakan an-
caman terhadap demokrasi;

® Memperimbangkan sumber-sumber yang diperlukan oleh militer
dengan kebutuhan sektor-sektor lain dari masyarakat.

> Penyesuaian pada Lingkungan Keamanan Baru
® Menyesuaikan besar dan anggaran militer pada ancaman keamanan

baru;
® Membuat militer siap untuk misi-misi baru, misalnya peacekeeping.

>
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>  Internasionalisasi

Militer semakin tidak beroperasi hanya dalam konteks nasional, tetapi

bersama dengan satuan-satuan dari negara-negara lain. Kerjasama in-

ternasional dapat terjadi atas dasar ad hoc, seperti dalam misi perda-
maian PBB, atau atas dasar institusional dalam jangka panjang (misalnya

NATO) atau atas dasar bilateral atau multilateral.

® Meletakkan militer (sebagian) di bawah komando dan struktur or-
ganisasi internasional;

e Meningkatkan kemampuan militer untuk bekerjasama dengan
militer dari negara-negara lain dalam hal peralatan, latihan, bahasa,
informasi, sistem komando dan kontrol (interoperability).

Contoh-contoh satuan-satuan internasional permanen:

e Korps Jerman-Belanda pertama

e Batalion Baltic (Lithuania, Estonia, Latvia)

® Korps Polandia-Denmark-Jerman

e Batalion Insinyur Multinasional antara Slovakia, Hongaria, Rumania
dan Ukraina (Batalion “TISA”)

Sumbangan pada perdamaian internasional

Militer terlibat dalam misi perdamaian sekurang-kurangnya karena dua alasan.
Pertama, untuk mencegah konflik dan mencegah kemungkinan akibat-akibat
berlebihan (spillover), seperti destabilisasi kawasan, rusaknya perekonomian
dan terjadinya arus pengungsi yang tak terkendalikan. Kedua, sebagai suatu
jalan untuk menyumbang pada keamanan manusia (human security) dan me-
lindungi penduduk sipil dalam wilayah-wilayah konflik. Keamanan manusia,
terutama dinikmatinya hak-hak asasi, telah menjadi tujuan kebijakan yang
penting dari komunitas internasional sejak berbagai konflik akhir-akhir ini telah
semakin berubah menjadi semakin ditandai kekerasan dan telah melanda
penduduk sipil. Akibat sampingan dari partisipasi dalam misi-misi perdamaian
adalah bahwa hal itu memberi kesempatan untuk melatih satuan-satuan militer
dan mendapatkan pengalaman dalam skenario-skenario nyata.

Bantuan untuk bencana

Setiap negara dapat atau telah dilanda bencana alam atau bencana buatan
manusia seperti gempa bumi, banjir, kebakaran besar atau kecelakaan pe-
sawat di daerah perkotaan. Dalam keadaan darurat seperti itu, militer dipanggil
oleh penguasa sipil untuk membantu dan menyediakan bantuan untuk meng-
atasi bencana. Militer melaksanakan tugas-tugas seperti menjaga hukum dan
ketertiban, memberi makan, sumber-sumber medis dan lain-lain dan memper-
tahankan garis komunikasi dan transportasi. Suatu akibat sampingan penggu-
naan militer untuk operasi bantuan bagi bencana adalah bahwa mereka men-
jadi kelihatan kepada masyarakat dalam pengertian positif, dan dukungan
rakyat bagi mereka bertambah.
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Membantu penguasa dalam menegakkan hukum sipil

Fungsi lebih lanjut yang dilaksanakan oleh militer sangat kontroversial. Masyara-
kat mungkin menghadapi ancaman-ancaman yang terlalu besar bagi penguasa
sipil dan polisi untuk menghadapinya sendirian dan oleh sebab itu bantuan
militer mungkin diperlukan. Contoh-contoh ancaman seperti itu adalah serangan
teroris, organised crime atau illegal drug trafficking. Keprihatinan dan bahaya
penggunaan militer untuk menegakkan hukum sipil meliputi:

v Dapat mengancam kontrol dan pengawasan sipil atas militer;
v Politisasi militer tidak akan terhindarkan;

v Militer hanya dapat memulihkan sementara hukum dan ketertiban, tetapi me-
reka tidak dapat menghilangkan akar politik, sosial atau ekonomi konflik
atau kekacauan;

v Angkatan bersenjata dilatih untuk pertempuran dan sebab itu tidak terlatih
khusus untuk tugas-tugas politik atau menangani orang-orang sipil di dalam
negeri;

v’ Ada risiko persaingan fungsi antara polisi dan angkatan bersenjata.

Boks No. 19

Penggunaan militer dalam penegakan hukum sipil
di Afrika Selatan

(...) Pasukan Pertahanan Nasional Afrika Selatan (SANDF) hanya akan
digelar dalam keadaan paling istimewa, seperti kelumpuhan total ke-
tertiban umum di luar kemampuan struktur Kepolisian Afrika Selatan, atau
situasi pertahanan nasional (...). Penggunaan militer di dalam negeri akan
terbuka pada kontrol parlemen dan ketentuan-ketentuan konstitusi ten-
tang hak-hak asasi, dan akan diatur dengan perundangan.

Sumber: “Defence in a Democracy”. White Paper on National Defence for
the Republic of South Africa, May 1996.

Fungsi-fungsi Sosial

Disadari bahwa militer, terutama militer dengan prajurit-prajurit karena
wajib militer, menyumbang pada nation-building sebagai orang-orang muda
(kebanyakan laki-laki) dari semua daerah dan dari latar-belakang sosial dan
asal etnis bekerja bersama. Hal ini benar terutama dalam masyarakat imigran
dan multikultural, di mana militer mempunyai fungsi sebagai ‘melting pot.
Fungsi sosial lainnya dari militer adalah memberi orang kesempatan pendi-
dikan. Orang dengan sedikit atau tanpa perspektif buruh dapat mendapat
manfaat dari bergabung dengan dinas militer. Fungsi sosial yang lain, keba-
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nyakan di negara-negara berkembang, adalah membantu atau mendukung ad-
ministrasi sipil di daerah-daerah terpencil, dengan menggunakan orang-orang
veteran untuk pendidikan, pelayanan kesehatan preventif atau mencegah ke-
rusakan ekologi.

Fungsi-fungsi sosial itu adalah contoh-contoh tentang bagaimana militer da-
pat menyumbang kepada masyarakat secara positif. Tetapi di beberapa negara,
kita saksikan campurtangan militer secara negatif dalam masyarakat, ekonomi
dan politik. Misalnya, di beberapa negara militer campurtangan dalam politik
dan mengancam pemerintah. Di negara-negara lain, sayangnya, militer terlibat
dalam usaha komersial yang memberi mereka pendapatan di samping anggaran
negara, yang tidak terawasi ataupun terkontrol secara demokratis.

Apa yang dapat anda lakukan sebagai
anggota parlemen

Fungsi militer

D> Pastikan bahwa berfungsinya militer:

- didefinisikan dengan baik dalam hukum dan peraturan-peraturan
militer;

- konsisten dengan konsep dan kebijakan keamanan nasional;

- Sesuai dengan kebutuhan keamanan nyata dari masyarakat;

- Fungsi-fungsi non-militer tidak mengurangi kesiapan militer un-
tuk fungsinya yang utama, yaitu melindungi kedaulatan na-
sional dan membantu tegaknya hukum internasional.

Reformasi pertahanan

D> Pastikan bahwa komisi(-komisi) parlemen yang kompeten menerima
laporan rinci tentang reformasi yang direncanakan dan dilaksanakan
dengan analisis tentang dampak yang sesuai, dan dapat menge-
mukakan masalah-masalah dalam hubungan itu, misalnya dengan me-
ngatur dengar pendapat.

Penggunaan militer dalam penegakan hukum sipil

B> Pada dasarnya tidak diinginkan bahwa militer terlibat dalam pene-
gakan hukum sipil, tetapi apabila tidak ada solusi lain parlemen
harus:

> Memastikan bahwa keterlibatan militer dalam penegakan hukum
sipil didefinisikan dengan jelas, dibatasi dan diatur dengan hukum
mengenai:

- Keadaan di mana jalan itu dapat ditempuh;
- Hakikat dan batas-batas keterlibatan;
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Lamanya keterlibatan;

Jenis satuan yang dilibatkan dalam setiap kasus;

- Lembaga(-lembaga) yang dapat mengambil keputusan untuk me-
libatkan militer dan meneruskan keterlibatan mereka;

Jurisdiksi yang kompeten dalam hal pelanggaran hukum atau
pelanggaran HAM dalam konteks itu, dan sebagainya.

Diperundangkan bahwa persetujuan atau surat perintah harus di-
keluarkan oleh lembaga yang berwewenang sebelum pelaksanaan
pemeriksaan rumah, penahanan atau sebelum melepaskan tembakan.
Pastikan bahwa ada mekanisme - parlementer atau yang lain — untuk
menjamin bahwa keterlibatan militer dalam penegakan hukum sipil
konsisten dengan hukum dan prinsip-prinsip internasional tentang
kemanusiaan dan HAM.
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Bab 9

Organisasi-organisasi lainnya
yang dimiliterisir negara

Kata-kata "organisasi-organisasi lainnya yang dimiliterisir negara” (other state
militarised organisations, selanjutnya disingkat sebagai OSMOs) mungkin mem-
punyai arti yang berbeda menurut keadaan dan negara-negara di mana mereka
digunakan. Bagaimanapun, OSMOs harus dibedakan dari organisasi swasta
yang dimiliterisir. Menurut International Institute for Strategic Studies yang ber-
basis di London (IISS), konsep OSMOs (seringkali juga diacu sebagai orga-
nisasi-organisasi paramiliter) meliputi "gendarmerie”, dinas-dinas pabean dan
penjaga perbatasan, jika pasukan-pasukan ini dilatih dalam taktik militer, dan
dilengkapi sebagai suatu pasukan militer dan beroperasi di bawah kekuasaan
militer jika terjadi perang.

Hampir semua negara di dunia mempunyai OSMOs di samping militer. Organi-
sasi-organisasi ini berkaitan dekat dengan militer dan dalam beberapa hal mi-
liter melengkapi peralatan, akses pada basis-basis militer, latihan dan bantuan
pada OSMOs.

Dalam beberapa situasi, OSMOs telah menerapkan secara tidak tepat teknik
militer pada kegiatan polisi sipil dan/atau bertanggung jawab atas pelanggaran
HAM yang serius. Karena penggunaan OSMOs dapat mengaburkan perbedaan
antara polisi sipil dan pasukan militer, peranan dan posisi mereka perlu di-
definisikan dengan tepat. Lebih baik mereka tidak berpartisipasi dalam me-
lakukan operasi keamanan dalam negeri. Parlemen harus menetapkan per-
undangan yang tepat untuk maksud ini dan mengawasi tindakan pemerintah.
Presiden atau perdana menteri harus membiarkan pengawasan parlemen atas
OSMOs, tidak saja karena demi hukum bahwa suatu pasukan yang dibiayai oleh
negara harus diawasi oleh parlemen, tetapi juga karena ancaman-ancaman dan
potensi bahaya dari penggunaan mereka yang luas dan tidak terawasi.
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Boks No. 20

Seleksi contoh-contoh satuan-satuan lain yang
dimiliterisir oleh negara

Negara Jumlah personalia| Personalia dalam Jenis unit-unit
angkatan angkatan lain yang | yang dimiliterisir
bersenjata dimiliterisir negara | negara OSMOs

Finlandia 31.700 3.400 Penjaga perbatasan

USA 1.365.800 53.000 Patroli udara sipil

Federasi

Russia 1.004.100 423.000 Penjaga perbatasan,

pasukan departemen
dalam negeri, pasu-
kan untuk melindungi
Federasi Russia,
Dinas-dinas Ke-
amanan Federal, Per-
wakilan Federal un-
tuk Komunikasi dan
Informasi, Pasukan
Kereta Api, dsb.

Morocco 198.500 42.000 Gendarmerie, Pasu-

kan Pembantu, dsb.
Perancis 294.430 94.950 Gendarmerie
Italia 250.600 252.500 Terutama
‘Carabinieri’ dan Pen-
jaga Keamanan Publik
dari Departemen
Dalam Negeri

Turki 609.700 220.200 Gendarmerie/penjaga
nasional, Penjaga
Pantai

Burkina Gendarmerie/

Faso 10.000 4.450 security companies

Chile 87.000 29.400 ‘Carbineros’

Republik Korps Pertahanan

Korea 683.000 3.500.00 Sipil, Polisi Maritim

Indonesia 297.000 195.000 Termasuk polisi, po-

lisi laut dan pasukan
militer bantuan lokal
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Fungsi organisasi-organisasi lain yang
dimiliterisir negara
OSMOs memenuhi serangkaian fungsi, yang paling banyak adalah yang

disebut di bawah ini:

4 Pengawasan perbatasan, termasuk melacak penyelundupan gelap barang-
barang dan manusia;

v Kontrol atas kerusuhan;

4 Mempertahankan hukum dan ketertiban dalam keadaaan darurat dan
menjaga kepala negara dan instalasi vital seperti pabrik-pabrik ber-
tenaga nuklir.

Apa yang dapat anda lakukan sebagai
anggota parlemen

Silakan lihat bagian-bagian yang berkaitan di bawah bab-bab sebe-
lumnya dan yang berikut, yang mutatis mutandis, sepenuhnya ber-
laku.
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Bab 10

Struktur kepolisian

Polisi dalam negara demokrasi

Setiap saat polisi harus beroperasi dalam aturan hukum. Mereka terikat oleh
hukum yang sama yang harus mereka laksanakan dan mereka pegang teguh.
Tambahan pula, peranan polisi adalah dan berbeda dari peranan lembaga-
lembaga kunci yang lain dalam sistem peradilan kriminal, seperti kantor ke-
jaksaan, kehakiman, atau sistem pemasyarakatan (correctional). Dari perspektif
good governance, semua negara harus memberikan keamanan publik se-
jalan dengan menghormati kebebasan perorangan dan HAM. Warganegara
dalam negara demokrasi berhak mengharapkan perlakuan yang adil, tidak
memihak dan predictable, di tangan polisi. Tingkah laku angkatan kepolisian
terhadap publik dapat dilihat sebagai salah satu indikator dari kualitas demo-
krasi di suatu negara.

Boks No. 21

Sifat-sifat kunci kepolisian demokratis

B> Pelayanan polisi harus menghormati norma hukum dan berope-
rasi menurut kode etik profesional;

> Kepolisian yang demokratis berusaha memberikan keamanan
publik yang efektif sementara menghormati HAM;

B> Akuntabilitas polisi memerlukan transparansi dan adanya mekanis-
me pengawasan dan kontrol internal dan eksternal;

D> Kepolisian yang demokratis merupakan proses dari bawah ke atas
(bottom-up), menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan keprihatinan
warganegara secara perorangan dan kelompok masyarakat, dan
membina kepercayaan, persetujuan dan dukungan publik. Sebab
itu, kepolisian yang demokratis bergantung pada transparansi dan
dialog. Untuk tujuan itu, di banyak negara, kepolisian didesentrali-
sasi, agar dapat menjawab secukupnya dan secepatnya kebutuhan-
kebutuhan lokal.

Kebutuhan akan usaha perlindungan khusus

Organisasi-organisasi kepolisian adalah alat cabang eksekutif dan mereka
praktis mempunyai monopoli atas pemaksaan yang sah dalam masyarakat
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agar dapat melaksanakan fungsinya. Tetapi karena kemampuan ini, mereka
berpotensi untuk dipakai sebagai alat untuk penyalahgunaan negara, keke-
rasan, penindasan HAM, dan korupsi. Oleh sebab itu dinas-dinas kepolisian
memerlukan usaha perlindungan khusus untuk menjamin bahwa mereka
melayani kepentingan masyarakat yang harus mereka lindungi, dan bukan
kepentingan politisi, kaum birokrat, atau lembaga kepolisian sendiri. Struktur
kepolisian harus memiliki kebijaksanaan dan harus mempunyai kebebasan
operasional, tetapi mereka harus menghormati imparsialitas dalam menegak-
kan hukum dan bertindak secara profesional. Perwira-perwira polisi harus
menyadari dan mematuhi kode etik yang eksplisit atau implisit. Bagian dari
etika kepolisian yang profesional ini adalah hormat akan hak setiap orang
untuk hidup, begitu pula komitmen untuk menggunakan kekerasan hanya
jika perlu untuk mencapai tujuan yang sah dan tiada lagi kekerasan lebih
dari yang mutlak diperlukan dan dikuasakan oleh hukum. Penggunaan ke-
kerasan oleh pasukan kepolisian harus selalu menghormati aturan proporsio-
nalitas. Di samping struktur akuntabilitas eksternal (lihat Bab 3), struktur akun-
tabilitas internal atau birokratis harus ada juga. Peninjauan internal atas tuduh-
an kesalahan tingkah laku polisi dan keluhan-keluhan pubik selalu ada dalam
sistem kepolisian profesional.

Boks No. 22
Distorsi dan keadaan berbahaya

"Governance yang tidak demokratis dari pasukan keamanan dapat
juga mengubah prioritas-prioritas. Di banyak negara prasangka ter-
hadap keamanan militer telah mendorong pemerintah memiliterisir
polisi (lebih lanjut mengaburkan perbedaan mereka dengan militer)
atau secara serius mengurangi anggarannya, menggerogoti kemam-
puan mereka untuk menjamin keselamatan dan keamanan rakyat. Ter-
utama di negara-negara yang berpendapatan rendah, polisi dan ke-
kuatan-kekuatan keamanan lain mendapat gaji yang hampir tidak
cukup untuk kehidupannya, latihan terbatas atau tidak ada, mana-
jemen yang korup dan tingkat buta huruf yang tinggi. ”...” para pe-
mimpin yang dipilih dalam negara demokrasi yang baru tumbuh se-
ringkali tergantung pada kekuatan keamanan, termasuk satuan-sa-
tuan militer, untuk dapat tetap bekerja di kantor karena kekuatan-ke-
kuatan itu paling berkuasa dalam masyarakat. Untuk sebab yang
sama, pemimpin-pemimpin mungkin secara aktif menentang akun-
tabilitas dan keterbukaan lebih besar untuk militer, karena mereka
tergantung pada kekuasaannya untuk tujuan sendiri.”

Human Development Report, 2002

Prakarsa akar rumput

Pengawasan demokratis atas polisi dapat juga ditingkatkan dengan meka-
nisme ke atas (bottom-up) secara informal seperti organisasi-organisasi HAM
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dari tingkat komunitas-komunitas lokal akar rumput, yang dapat membantu
memastikan bahwa pasukan kepolisian menikmati kepercayaan publik. Ba-
dan-badan pengawas sipil, seperti seorang ombudsman untuk keluhan-ke-
luhan publik yang dikemukakan terhadap polisi, memberi akuntabilitas eks-
ternal polisi kepada komunitas-komunitas yang mereka layani. Dalam beberapa
hal pembentukan dewan-dewan keamanan propinsi yang meliputi kelompok-
kelompok civil society dan para pemimpin lokal telah mempunyai dampak
yang menguntungkan bagi perbaikan pelayanan polisi lokal. Seharusnya
ada perundangan untuk melindungi informan-informan dan kelompok-kelom-
pok pengawas civil society dari gangguan oleh polisi, agen-agen intelijen dan
orang-orang militer.

Boks No. 23

Penjagaan di Eritrea: suatu kasus yang sedang
berkembang

Hubungan antara suatu organisasi polisi dan lingkungannya selalu
sedikit bersisi ganda. Ini paling baik digambarkan dengan mem-
pertimbangkan bagaimana organisasi itu menangani dua aspek utama
dari kepolisian: menggunakan kekerasan untuk mentaati hukum
dan memberi pelayanan kepada masyarakat umum. Di negara-negara
yang disebut sedang berkembang, seperti Eritrea, dilemanya bahkan
lebih kelihatan. Negara itu telah mengalami perjuangan untuk pem-
bebasan dari Ethiopia, yang nampaknya belum seluruhnya berakhir,
karena pertempuran terjadi lagi tahun 1998 dan 1999. Kekuatan polisi
dari 5000 orang perwira diisi dengan orang-orang bekas tentara pem-
bebasan pada awal tahun 1990-an. Alasannya sederhana: pemerintah
harus mengurusi para veterannya. Beberapa orang pimpinannya mem-
punyai latar belakang kepolisian, bertugas sebagai perwira-perwira dari
bekas kombinasi Eritrea dan Ethiopia.

Di samping berbagai macam bantuan teknis dalam metode investi-
gasi kriminal, pendirian suatu akademi polisi, penyusunan program-
program sekolah, semuanya dibantu oleh pemerintah Belanda, jelas
ada keperluan akan beberapa perubahan kultural, sekurang-kurang-
nya untuk negara-negara donor dan beberapa dari elite pimpinan di
dalam negeri. Orang-orang yang telah bertugas sebagai militer, mem-
punyai perspektif yang berbeda tentang penggunaan kekerasan dari,
misalnya bobby Inggris yang khas. Proyek perubahan kultur dalam ke-
polisian di Eritrea, dengan bantuan pemerintah Belanda, ditujukan un-
tuk mewujudkan kepolisian yang demokratis, yang ditandai dengan pe-
negakan hukum dan ketertiban dengan kekerasan minimal.

Sumber: Casper, W. Vroom, University of Maastricht, The Netherlands,
involved in the cultural change project of the Eritrea Police Force, 2002
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Apa yang dapat anda lakukan sebagai
anggota parlemen

Kerangka Demokratis

B> Pastikan bahwa polisi beroperasi dalam aturan hukum.

B> Pastikan bahwa polisi beroperasi menurut suatu kode etik sedemi-
kian sehingga semua warganegara dapat berharap dari mereka
perlakuan yang adil, tidak memihak dan dapat diduga sebelumnya
(predictable). Dalam hubungan itu, pastikan bahwa negara Anda
mematuhi Code of Conduct PBB untuk Pejabat-pejabat Penegak-
an Hukum (1979): lihat Boks No. 65.

Latihan

B> Pastikan bahwa pendidikan dan latihan profesional polisi dituju-
kan pada mempertahankan hukum dan ketertiban dengan keke-
rasan minimal dan, untuk tujuan itu, masukkan terutama nilai-
nilai demokrasi dan etika, HAM dan kepekaan dan latihan gen-
der: lihat juga Bab 7.

Lihat juga rekomendasi dalam bagian-bagian VI, VII, VIII tentang
sumber-sumber keuangan, SDM dan material.
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Bab 11

Dinas rahasia dan intelijen

Dinas intelijen (seringkali juga disebut "dinas keamanan”) merupakan unsur
kunci setiap negara, yang menyediakan analisis dan informasi yang inde-
penden yang relevan dengan keamanan negara dan masyarakat dan de-
ngan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya yang vital. Meskipun
badan-badan itu tergantung pada cabang eksekutif, parlemen memainkan
peranan yang krusial dalam mengawasi kegiatan-kegiatan mereka.

Ancaman-ancaman dan risiko-risiko baru pada keamanan dalam negeri
akibat terorisme internasional, penyelundupan narkoba, kejahatan terorganisir
dan migrasi ilegal, menuntut diperkuatnya kemampuan intelijen. Khususnya,
sesudah kejadian-kejadian 11 September 2001, intelijen yang baik dilihat
sangat penting. Dalam bulan-bulan sesudah serangan itu, pemerintah bebe-
rapa negara telah memberi kekuasaan lebih besar pada dinas-dinas intelijen,
seperti menyadap komunikasi internet, tilpon dan fax (lihat Bab 20 tentang
terorisme).

Teknologi baru memperluas kemampuan untuk pengawasan, deteksi, dan
penangkapan kemungkinan tersangka, dan kerjasama lebih luas sedang di-
kembangkan di antara dinas intelijen, baik internal maupun eksternal. Sebagian
besar tergantung pada parlemen untuk memastikan bahwa kekuasaan yang
bertambah dari dinas-dinas intelijen tidak bertentangan dengan hukum dan
prinsip kemanusiaan dan HAM internasional.

Hakikat dinas intelijen

Hakikat dinas intelijen adalah untuk mengumpulkan dan analisis informasi.
Kegiatan seperti itu memerlukan kerahasiaan yang tinggi. Di lain pihak, ada
bahaya bahwa informasi ini dapat disalahgunakan dalam konteks politik do-
mestik. Dinas intelijen dapat menjadi ancaman pada masyarakat dan sistem
politik, yang seharusnya dilindungi oleh dinas-dinas intelijen itu. Sebab itu, ada
kebutuhan besar untuk pengawasan demokratis dan perlementer yang jelas
atas dinas-dinas intelijen di samping kontrol eksekutif. Hanya suatu sistem
checks and balances dapat mencegah eksekutif atau parlemen menyalah-
gunakan dinas intelijen untuk maksud-maksud politik mereka sendiri.

Dalam negara demokrasi, dinas-dinas intelijen harus berusaha menjadi efek-
tif, secara politis netral (non-partisan), mentaati etik profesional, beroperasi

76



IPU dan DCAF - Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2003

dalam mandat hukum, dan sesuai dengan norma-norma hukum dan konstitu-
sional dan praktek-praktek demokrasi negara.

Pengawasan yang demokratis atas struktur intelijen harus mulai dengan
kerangka hukum yang jelas dan eksplisit, mendirikan oraganisasi-organisasi
intelijen dalam statuta negara, yang disetujui oleh parlemen. Statuta harus
lebih lanjut menentukan batas-batas kekuasaan dinas itu, metode operasinya
dan cara bagaimana dinas itu akan diharapkan pertanggunganjawabnya.

Boks No. 24

Parlemen dan dana khusus untuk dinas intelijen:
contoh Argentina

"Hukum No. 25.520 tentang Intelijen National. (27 November 2001). Ar-
tikel 37: "Komite Bikameral Kongres Nasional berkompetensi meng-
awasi dan mengontrol ‘alokasi dana’ yang disediakan untuk kom-
ponen-komponen berbeda dari Intelijen Nasional. Dengan tujuan ini,
Komite Bikameral Kongres Nasional dapat melaksanakan setiap tin-
dakan yang berhubungan dengan kompetensinya, khususnya:

1.

Ikut serta dan campur tangan dalam pembicaraan tentang hu-
kum anggaran nasional yang dikirim Kekuasaan Eksekutif kepa-
da Konggres. Dengan tujuan ini, Kekuasaan Eksekutif mengirim-
kan semua dokumentasi yang diperlukan, khususnya (a) suatu lam-
piran dengan anggaran cadangan yang konfidensial, rahasia atau
dengan akses terbatas yang dilaksanakan dengan yurisdiksi; (b)
suatu lampiran berisi maksud, program dan tujuan pengeluaran.

Untuk meminta bantuan dari semua organisme intelijen yang ter-
masuk dalam hukum ini, yang diwajibkan memberi semua data,
latar-belakang dan laporan yang berhubunan dengan fungsi me-
reka. Dalam kasus yang perlu, data dan dokumen yang disebut da-
lam artikel 39 hukum ini dapat juga diperlukan.

Untuk memantau bahwa alokasi anggaran mengandung maksud
yang ditentukan dalam hukum anggaran.

Untuk membuat laporan tahunan untuk Konggres Nasional dan Pre-
siden yang berisi: (a) analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan
alokasi anggaran yang diberikan kepada organisme intelijen; (b)
suatu gambaran tentang kegiatan-kegiatan pengawasan dan kontrol
yang dilakukan oleh Komite Bikameral, begitu juga setiap rekomen-
dasi yang hendak dibuat.”

Sumber: Law No. 25.520 on National Intelligence of Argentina,
27 November 2001.
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Sebagian besar negara sampai taraf tertentu melaksanakan pengawasan
formal, biasanya dalam bentuk komisi-komisi pengawasan parlementer. Bi-
dang komisi-komisi parlemen yang sudah ada, seperti komite tentang perta-
hanan dan angkatan bersenjata, seringkali diperluas meliputi masalah-masalah
intelijen. Di negara-negara lain, parlemen telah membentuk komite-komite atau
sub-komite parlementer yang memusatkan perhatiannya khususnya pada pe-
ngawasan dinas-dinas intelijen dan rahasia.

Komite-komite pengawasan parlementer harus dijamin akses pada informasi,
suatu peranan dalam mengangkat kepala(-kepala) dinas(-dinas) intelijen,
dan pengawasan anggaran (lihat Boks No. 24 tentang anggaran khusus).

Di samping, atau karena tiadanya komite parlemen yang kompeten, beberapa
negara telah secara resmi membentuk komite-komite pengawasan intelijen di
luar cabang eksekutif atau kabinet. Badan-badan pengawasan kabinet atau
tingkat eksekutif biasanya melibatkan fungsi manajemen atau administratif,
dan cenderung kurang independen dari struktur-struktur yang kegiatan-ke-
giatannya mereka awasi daripada komite-komite parlemen yang melibatkan
wakil-wakil dari spektrum politik.

Boks No. 25

Beberapa praktek komite-komite parlemen dalam
berurusan dengan dokumen-dokumen yang diklasifikasi

> Jika perlu, komite bertemu di belakang pintu tertutup;

> Komite melaporkan kepada sidang pleno parlemen, diikuti oleh per-
debatan terbuka (tentang masalah-masalah yang tidak diklasifikasi);

> Komite berhak minta setiap informasi asal tidak membuka informasi
tentang operasi yang sedang berjalan atau nama-nama dan karya-
wan-karyawan dari dinas intelijen;

> Komite boleh membeberkan setiap informasi sesudah menentukan
(dengan mayoritas terbatas atau mayoritas biasa) bahwa kepentingan
publik akan terlayani dengan pembeberan informasi seperti itu.

> Komite tidak membatasi diri pada informasi yang diminta. Atas pra-
karsanya sendiri (menteri-menteri) yang bertanggung jawab atas dinas-
dinas intelijen harus memberi informasi kepada komite, manakala in-
formasi seperti itu mungkin membantu pemahaman.

Parameter untuk dinas intelijen di negara
demokrasi

Bentuk khusus pengawasan atas dinas-dinas intelijen dan rahasia dipengaruhi
oleh tradisi hukum, sistem politik dan faktor-faktor sejarah negara. Misalnya, ne-
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gara-negara tertentu yang dipengaruhi oleh tradisi hukum adat Inggris cen-
derung menitik-beratkan aspek yuridis dari pengawasan. Sebaliknya, peng-
awasan legislatif cenderung lebih dipilih oleh negara-negara Eropa kontinental
dan negara-negara yang telah mengalami kekuasaan polisi yang represif di
satu saat dalam sejarah moderen. Amerika Serikat mempunyai mekanisme
kontrol mekanisme untuk pengawasan dalam eksekutif, legislatif dan cabang-
cabang yuridis federal. Beberapa negara demokrasi telah menciptakan in-
stitusi ombudsman, yang diberi kekuasaan untuk menyelidiki tuduhan pelang-
garan HAM oleh dinas-dinas intelijen dan untuk memberi informasi kepada pub-
lik tentang hasil penyelidikannya. (Tentang Ombudsman, lihat Bab 16)

Ruang-lingkup

Pengawasan terhadap dinas-dinas intelijen seringkali terbatas ruang-ling-
kupnya. Pembatasan ini mungkin mengenai jenis kegiatan (kounter intelijen
domestik atau intelijen asing), atau wilayah-wilayah yang menjadi keprihatinan
(metode operasi, kegiatan rahasia).

Debat di parlemen yang terbuka atau konfidensial

Umumnya, pengawasan atas intelijen di masyarakat demokratis tetap kurang
terbuka dan berkembang daripada atas wilayah-wilayah lain kegiatan negara.
Misalnya, pembicaraan dalam komite-komite pengawasan intelijen parlemen
biasanya tidak berlangsung sepenuhnya dalam perdebatan publik yang
terbuka dan anggota-anggota parlemen yang terlibat mungkin harus mengambil
sumpah khusus yang mengharuskan mereka menghormati sifat rahasia dari in-
formasi yang tersedia untuk mereka. Apa pun bentuk khusus pengawasan yang
dipakai, masyarakat demokratis berusaha mempertahankan perimbangan an-
tara menjamin tingkah-laku legal yang patut dan pertanggungjawaban organi-
sasi-organisasi seperti itu melalui pemeriksaan teratur di satu pihak, dan di pi-
hak lain memelihara kerahasiaan dan efektivitas dalam melindungi keamanan
nasional.

Pembagian kerja

Cara struktural untuk melakukan kontrol atas intelijen adalah menghindari mo-
nopoli fungsi intelijen melalui satu organisasi atau badan (agency). Suatu pro-
liferasi organisasi intelijen yang berbeda-beda, barangkali sesuai dengan struk-
tur terpisah seperti angkatan bersenjata dan polisi, atau intelijen domestik atau
asing, mungkin kurang efisien dan mendorong persaingan birokratis, tetapi
umumnya dianggap lebih kondusif untuk melakukan kontrol demokratis. Sebab
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itu banyak negara mempunyai dinas-dinas yang terpisah untuk intelijen internal
dan intelijen militer. Pembedaan ini lebih menguntungkan dari segi pengawasan
demokratis, tetapi memecah pengumpulan dan analisis intelijen, yang ternyata
menjadi sangat problematik sesudah serangan teroris atas Amerika Serikat.

Latihan personalia intelijen

Latihan dan pendidikan profesional ahli-ahli intelijen adalah aspek kunci peng-
awasan. Khususnya penanaman profesionalisme, komitmen pada norma-norma
demokratis dan prinsip-prinsip HAM, begitu juga rasa tanggung jawab kewargane-
garaan adalah aspek-aspek penting dari latihan personalia intelijen. Negara-
negara demokrasi berusaha melatih dan mempekerjakan orang-orang sipil dalam
fungsi-fungsi intelijen, tidak menyerahkannya pada wilayah militer.

Deklasifikasi bahan-bahan

Satu faktor struktural lagi yang dapat mempermudah pengawasan dan akun-
tabilitas adalah kemungkinan bahwa informasi tentang kegiatan-kegiatan in-
telijen akan menjadi terbuka untuk publik sesudah suatu periode tertentu. Ini
dapat usahakan dengan perundangan tentang kebebasan informasi dan de-
ngan peraturan tentang dikeluarkannya bahan-bahan rahasia (classified). Ke-
mungkinan transparansi yang tertunda ini dan akhirnya pemeriksaan oleh publik
mungkin dapat mempermudah kontrol demokratis (lihat Bab 21).

Apa yang dapat anda lakukan sebagai
anggota parlemen

Mekanisme pengawasan parlemen

B> Pastikan bahwa parlemen anda mempunyai komite atau sub-
komite dengan mandat khusus untuk mengawasi dinas-dinas in-
telijen (lihat sebagai perbandingan Bab 15 tentang komite-komite
Parlemen).

B> Pastikan bahwa mandat badan itu didefinisikan secara jelas dan
sedikit mungkin dibatasi, dan bahwa anggota-anggotanya mempu-
nyai akses pada semua informasi dan keahlian yang diperlukan.

B> Pastikan juga bahwa komite parlemen mengambil tindakan dan
secara periodik memberikan laporan tentang penemuan, kesim-
pulan dan rekomendasinya.

>
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Kerangka demokratis dan legal

>

Transparansi dan akuntabilitas

>

>

Pastikan bahwa hukum tentang dinas intelijen mengatur masalah-
masalah berikut: mereka harus mendefinisikan status, bidang, ope-
rasi, kerjasama, penugasan, tugas melapor dan pengawasan dinas-
dinas intelijen. Di samping itu, penggunaan metode khusus un-
tuk memperoleh informasi dan membuat catatan yang berisi rin-
cian perorangan harus diatur dengan hukum, begitu pula status
karyawan-karyawan dinas intelijen.

Memantau apakah dinas-dinas intelijen secara politis netral

dan beroperasi menurut etik profesional yang meliputi komitmen

pada norma-norma demokrasi dan rasa tanggung jawab kewargaan.

Pastikan bahwa komite pengawasan parlemen atas intelijen me-

ngambil langkah untuk memastikan bahwa personalia pengawas-

an mendapat pendidikan dalam prinsip-prinsip demokrasi dan hukum

HAM.

Parlemen harus menetapkan hukum-hukum yang memberi ketiga

cabang negara suatu peranan kehormatan, yaitu:

- Eksekutif mempunyai tanggung jawab akhir untuk memberi
tugas dan menentukan prioritas dinas-dinas intelijen;

- Parlemen menetapkan hukum-hukum yang relevan, mengawasi
anggaran dan mengawasi peranan pemerintah dan berfungsinya
dinas-dinas intelijen; parlemen TIDAK boleh campur tangan dalam
operasi intelijen di lapangan;

- Yudikatif mengeluarkan surat perintah jika dinas-dinas inteli-
jen hendak campur tangan dalam hal milik pribadi dan/atau
komunikasi dan mengawasi bahwa dinas-dinas intelijen ber-
operasi dalam kerangka hukum.

Pastikan bahwa komite parlemen untuk pengawasan atas intelijen
diajak konsultasi atau diberi informasi tentang kebijakan umum in-
telijen yang dikembangkan oleh eksekutif.

Pastikan bahwa komite parlemen untuk pengawasan atas intelijen
menjamin bahwa dinas-dinas intelijen beroperasi dalam cara
yang legal, tepat dan bertanggung jawab, sementara memelihara
kerahasiaan dan efektifitas mereka yang perlu; ini meliputi, antara
lain ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut penyadapan ka-
wat telpon.

Pastikan untuk tujuan itu, bahwa komite itu diberi informasi se-
cara luas tentang kegiatan-kegitatan badan-badan intelijen, dan
mempunyai peranan dalam mengangkat kepala dinas-dinas in-
telijen dan rahasia.
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Masalah-masalah yang berkaitan dengan kerahasiaan

B> Pastikan bahwa perundangan tentang kebebasan informasi meru-
pakan suatu cara yang penting dari akuntabilitas dan pengawasan
- baik langsung maupun tak langsung - dari dinas-dinas intelijen.

B> Audit khusus harus tersedia dalam hal dana rahasia untuk mem-
pertahankan perimbangan antara kerahasiaan dan kebutuhan
akuntabilitas.

B> Pastikan bahwa kriteria dan penangguhan untuk dikeluarkannya
bahan yang sebelumnya rahasia diatur oleh hukum untuk menjamin
atau menghadapi kemungkinan ditangguhkannya transparansi. Judul
laporan yang dapat diakses melalui perundangan tentang kebe-
basan informasi harus dikeluarkan secara periodik.

Lihat juga Bab 20 tentang terorisme dan Bagian VI tentang sumber-
sumber keuangan!
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Bab 12

Perusahaan keamanan
dan militer swasta

Negara mempunyai monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah dan
merupakan satu-satunya pemberi keamanan, yang bertanggung jawab untuk
menyediakan keamanan dan pertahanan dalam negeri dari ancaman luar.
Akan tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini, gelombang konflik-konflik internal
telah mengedepankan suatu gejala baru yang dikenal sebagai privatisasi
fungsi-fungsi keamanan. Pelaku-pelaku keamanan non-negara telah muncul
(kembali) dan mereka menantang bentuk tradisional dari kontrol demokratis
atas sektor keamanan.

Sejak tahun-tahun 1990-an telah terjadi proliferasi perusahaan-perusahaan
keamanan dan militer swasta. Sebagian besar dari mereka ini yang dapat
dibagi menjadi tiga kelompok utama: tentara bayaran (mercenaries), perusahaan-
perusahaan militer swasta dan perusahaan-perusahaan keamanan swasta.
Perlu bahwa kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku ini dikontrol oleh mekanisme
negara.

Fungsi dan bahaya perusahaan keamanan dan militer swasta

Sebagian besar negara dalam masa paska konlfik dan failed states yang ter-
goda untuk menggunakan perusahaan-perusahaan keamanan dan militer swas-
ta. Mereka berbuat begitu sebagai kompensasi kurangnya pelatihan dan kekuatan
militer dan karena itu mereka tidak mampu menyediakan keamanan untuk semua
negara dan/atau kelompok-kelompok, atau tidak mau memegang teguh monopoli
negara atas kekerasan untuk melaksanakan pengawasan yang benar-benar de-
mokratis atas sektor keamanan mereka sendiri, atau menghadapi konflik di dalam
negeri.

Dalam keadaan seperti itu, penggunaan perusahaan keamanan/militer swasta
nampak mempunyai efek positif dalam jangka pendek, terutama dalam hal
memperbaiki ketrampilan profesional nasional dan kemampuan latihan, dan
bahkan kadang-kadang dalam hal menambah rasa percaya diri. Tetapi dampak
negatif pada proses demokratisasi mungkin tinggi dan meliputi banyak segi
sebagai ditunjukkan dalam Boks No. 26.
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Publik dan lembaga-lembaga yang dipilih secara demokratis, dan pertama-
tama parlemen dari negara-negara "penerima”, memerlukan mekanisme
yang mencukupi dan efisien untuk melakukan pengawasan dan kontrol de-
mokratis tidak saja atas struktur keamanan negara mereka, tetapi juga atas
keahlian militer/keamanan yang disewa.

Boks No. 26

Perusahaan keamanan dan militer swasta dan beberapa
potensi bahaya bagi demokrasi

> Pelaku-pelaku keamanan swasta mungkin sampai taraf tertentu
dapat menciptakan stabilitas dalam bidang militer/keamanan, te-
tapi dalam jangka panjang beberapa pemerintah mungkin me-
lihat ketergantungan pada kekuatan militer sebagai cara utama
untuk memecahkan masalah-masalah (internal);

> Menyewa ahli-ahli asing membuka sederetan pertanyaan, seperti
misi militer/keamanan mereka yang konkrit dan aspek anggaran:
dari suatu perspektif governance yang bagus dan demokratis,
pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus selalu dibicarakan se-
cara terbuka dan dalam perdebatan parlemen;

> Dalam banyak hal pelaku-pelaku swasta ini bertindak sebagai agen
broker dengan kedok misi lain yang lebih kelihatan (dan lebih sah/
legitimate).

Tentara bayaran

Tentara bayaran (mercenaries) merupakan bagian dari gejala yang relatif
lama. Konflik-konflik yang terjadi belakangan ini membuktikan bahwa tentara
bayaran masih bisa didapati di banyak bagian dunia.

Suatu definisi tentara bayaran ada dalam Artikel 1 dari 1989 International
Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mer-
cenaries yang ditetapkan oleh Sidang Umum PBB dalam resolusinya 44/34
tanggal 4 Oktober 1989. Konvensi itu mulai berlaku tanggal 20 Oktober 2001,
tetapi sampai sekarang hanya sedikit sekali negara telah meratifikasinya. Kon-
vensi itu memperluas definisi yang terkandung dalam artikel 47 dari Additional
Protocol 1 to the Geneva Conventions of 1949 (khususnya mengenai orang-orang
yang khusus direkrut untuk ikut serta dalam aksi-aksi kekerasan bersama de-
ngan tujuan menjatuhkan suatu pemerintahan, atau menggerogoti dengan cara
lain apa pun tertib konstitusional suatu negara atau integritas teritorialnya).

"Artikel 1 — Untuk maksud-maksud Konvensi ini,

1. Seorang tentara bayaran (mercenary) adalah seseorang yang: (a) secara khu-
sus direkrut secara lokal atau dari luar negeri untuk bertempur dalam suatu
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konflik bersenjata; (b) dimotivasi untuk ikut serta dalam pertikaian pada da-
sarnya oleh keinginan mendapatkan keuntungan pribadi dan, sebenarnya, di-
janjikan, oleh atau atas nama suatu pihak dalam konflik, kompensasi materiil
yang sangat melebihi yang dijanjikan atau dibayarkan pada orang yang ber-
tempur dengan pangkat dan berfungsi yang sama dalam angkatan bersenjata
pihak itu; (c) dia bukan warganegara atau pihak dalam konflik atau penduduk
wilayah yang dikuasai oleh satu pihak dalam konflik; (d) dia bukan anggota ang-
katan bersenjata salah satu pihak dalam konflik; dan (e) dia tidak dikirim oleh
Negara yang bukan pihak dalam konflik dengan tugas resmi sebagai anggota
dari angkatan bersenjatanya.

2. Seorang tentara bayaran juga seseorang yang, dalam situasi lain: (a) Secara
khusus direkrut dari lokal atau luar negeri untuk maksud berpartisipasi dalam
aksi kekerasan bersama yang ditujukan untuk: (i) Menjatuhkan suatu pemerin-
tahan atau kalau tidak merongrong tertib konstitusional suatu Negara; atau
(i) Menggerogoti keutuhan teritorial suatu Negara; (b) Dengan dimotivasi
untuk ikut serta di dalamnya pada dasarnya oleh keinginan mendapat-
kan keuntungan pribadi dan didorong oleh janji atau bayaran kompensasi
materiil; (c) Bukan warganegara atau penduduk Negara yang menjadi sa-
saran tindakan seperti itu; (d) Tidak dikirim oleh suatu Negara dengan tugas
resmi; dan bukan anggota angkatan bersenjata Negara, di wilayah mana tin-
dakan itu dilakukan.”

Untuk maksud-maksud Konvensi Internasional, suatu pelanggaran yang serius
dilakukan oleh seseorang yang merekrut, menggunakan, membiayai atau me-
latih tentara bayaran, atau berusaha melakukan tindakan seperti itu atau men-
jadi kaki tangan dalam tindakan-tindakan atau usaha-usaha seperti itu. Akan
tetapi, ada kasus-kasus ketika pemerintah-pemerintah menyewa ahli-ahli militer
asing untuk tugas-tugas tertentu (pilot pesawat jet, operasi anti-teroris, dan se-
bagainya).

Rapporteur khusus tentang tentara bayaran dari Komisi PBB tentang HAM
merekomendasikan dalam laporannya bahwa "Sidang Umum harus mengu-
langi undangannya kepada semua negara yang belum menjadi pihak yang
sampai sekarang belum meratifikasi atau menyetujui Konvensi itu. Pada saat
yang sama Sidang Umum harus mengundang negara-negara anggota untuk me-
ninjau perundangan mereka agar sesuai dengan Konvensi itu” (ayat 70).

Perusahaan militer swasta

Perusahaan-perusahaan militer swasta adalah sejenis "tentara bayaran” mo-
deren dan semacam badan hukum. Dengan demikian mereka bekerja demi ke-
untungan, yaitu memberi pelayanan dan pelatihan militer, atau lebih tepat, me-
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lakukan peranan tempur atau non-tempur. Tetapi dari segi hukum, mereka tidak
sesuai dengan definisi yang sempit dari pasukan tentara bayaran karena me-
reka biasanya terdiri atas personalia militer yang sudah pensiun, yang tidak
lagi aktif dalam pasukan keamanan. Perusahaan militer swasta menawarkan
berbagai pelayanan dari dukungan tempur dan operasional, atau nasihat dan
latihan, sampai pengadaan senjata, pengumpulan intelijen, pembebasan san-
dera, dan sebagainya. Terlepas dari jenis pelayanan yang mereka tawarkan, ciri
mereka yang sama adalah beroperasi atas permintaan pemerintah-pemerintah,
terutama dalam situasi konflik atau rekonstruksi pasca-konflik.

Satu contoh perusahaan militer swasta semacam itu adalah MPRI yang ber-
basis di AS. Ini merupakan perusahaan pelayanan-pelayanan profesional
yang terlibat dalam kontrak yang berkaitan dengan pertahanan, dengan me-
musatkan perhatiannya pada dukungan dan bantuan dalam masalah-ma-
salah pertahanan seperti keahlian pelaksanaan hukum, pengembangan ke-
pemimpinan oleh bekas personalia militer.

Perusahaan keamanan swasta

Perusahaan-perusahaan keamanan swasta menyediakan pelayanan untuk
melindungi bisnis dan property, dan dengan begitu membantu mencegah ke-
jahatan. Maka perusahaan keamanan swasta ada di mana-mana, tetapi ke-
cenderungan mutakhir menunjukkan bahwa kegunaannya telah meningkat,
terutama dalam wilayah-wilayah konflik, di mana kegiatan bisnis merasa me-
merlukan perlindungan lebih dari yang dapat disediakan oleh negara. Mereka
dipercaya lebih untuk perlindungan property dan personalia daripada dengan
aspek militer dari suatu konflik. Tetapi dalam praktek, seringkali perusahaan-
perusahaan itu memadukan keahlian militer dan keamanan karena keduanya
nampak sama penting dan perlunya di masing-masing wilayah. Ini cenderung
mengaburkan batas antara militer swasta dan perusahaan keamanan.

Karena bertambah penting dan meluasnya pelaku keamanan swasta, menjadi
makin penting bahwa lembaga-lembaga demokratis, terutama parlemen,
menjamin akan suatu standar minimum untuk pengawasan dan kontrol atas
pelaku-pelaku baru itu dalam sektor keamanan, kalau tidak prinsip-prinsip
demokratis terancam.
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Apa yang dapat anda lakukan
sebagai anggota parlemen perundangan

Perundangan

D> Pastikan negara anda menjadi peserta dalam the 1989 International
Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training
of Mercenaries, dan telah menetapkan perundangan yang sesuai dan
memuaskan.

B> Buktikan bahwa suatu kerangka hukum untuk perusahaan-pe-
rusahaan keamanan dan militer swasta diberlakukan.

Menghormati norma-norma dan embargo senjata

B> Karena perusahaan-perusahaan keamanan dan militer swasta ber-
operasi di luar negeri dalam wilayah-wilayah konflik, doronglah
parlemen anda untuk memeriksa apakah kegiatan-kegiatan pe-
rusahaan keamanan militer swasta yang berbasis di negara anda
sesuai dengan strategi keamanan nasional maupun politik luar
negeri dan hukum, norma-norma dan resolusi-resolusi interna-
sional yang relevan.

B> Syaratkan dengan hukum bahwa perusahaan keamanan dan
militer swasta TIDAK diperkenankan beroperasi di wilayah-wi-
layah dan negara-negara yang dilaksanakan embargo senjata.

Transparansi

B> Pastikan bahwa tiada perusahaan keamanan dan militer swasta
beroperasi di dalam wilayah nasional tanpa otorisasi sebelumnya
dari parlemen, bahkan di mana dia beroperasi atas permintaan
atau dengan persetujuan pemerintah.

B> Yakinkan bahwa anggaran pemerintah untuk perusahaan keamanan
dan militer swasta dan kegiatan-kegiatan mereka diawasi oleh par-
lemen.

Akuntabilitas

B> Pastikan bahwa parlemen tetap memegang pemerintah bertang-
gung jawab atas semua tingkah-laku perusahaan-perusahaan ke-
amanan dan militer swasta, baik dalam hukum maupun dalam
praktek, di dalam maupun di luar negeri.
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Bagian IV

Keamanan nasional di bawah
pengawasan parlemen:

Syarat-syarat dan mekanisme
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Bab 13

Persyaratan pengawasan parlemen
yang efektif

Pengawasan parlemen atas sektor keamanan tergantung pada kekuasaan
parlemen dalam hubungannya dengan pemerintah dan dinas-dinas ke-
amanan. Dalam hubungan ini, kekuasaan berarti kemampuan untuk mem-
pengaruhi pilihan-pilihan dan tingkah-laku pemerintah sesuai dengan kehendak
kolektif rakyat seperti dinyatakan oleh parlemen. Termasuk juga di dalamnya
kemampuan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, perundangan, kepu-
tusan-keputusan dan anggaran belanja, sebagaimana disetujui oleh parle-
men. Kekuasaan ini diperolehnya tidak hanya dari konstitusi dan hukum tetapi
juga dari peraturan prosedur parlemen dan praktek-praktek yang sudah men-
jadi kebiasaan.

Maka syarat-syarat pengawasan parlemen yang efektif dalam sektor keamanan
meliputi:

v Kekuasaan konstitusional dan legal yang dengan jelas dibatas

v Kebiasaan praktek-praktek

v Sumber-sumber dan keahlian

v Kemauan politik

Kekuasaan konstitusional dan legal

Konstitusi (atau yang sama dengan itu) memberi landasan paling penting
bagi pengawasan parlemen atas sektor keamanan. Sementara konstitusi-kon-
stitusi beragam dari satu negara ke negara yang lain sesuai dengan latar-be-
lakang politik, budaya, ekonomi dan sosial negara, kebanyakan konstitusi me-
netapkan bahwa:

v Eksekutif (misalnya presiden, perdana menteri atau menteri pertahanan)
bertanggung jawab atas dinas-dinas keamanan;

v Eksekutif 